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ABSTRAK 
 
 M.YARHAM SAMAD (B111 11 026) “Tinjauan Yuridis Terhadap 
Pemidanaan Bagi Anak Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan 
Narkotika”(Studi Kasus Putusan Nomor: 1109/Pid.B/2013/PN.Mks) 
dibawah bimbingan Syamsuddin Muchtar  sebagai Pembimbing I dan Dara 
Indrawati sebagai Pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana 
materil bagi anak  sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika 
dalam Putusan Nomor 1109/Pid.B/2013/PN.MKS dan mengetahui 
pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan bagi anak sebagai pelaku 
tindak pidana penyalahgunaan narkotika  dalam Putusan Nomor 
1109/Pid.B/2013/PN.MKS. 
Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, yaitu di Pengadilan 
Negeri Makassar.. Data yang diperoleh berasal dari data primer dan data 
sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui penelitian 
lapangan dan penelitian kepustakaan, kemudian diolah dan dianalisis 
berdasarkan rumusan masalah secara kualitatif deskriptif. 
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu: pertama, penerapan 
hukum pidana pada perkara Nomor 1109/Pid.B/2013/PN.MKS adalah sudah 
tepat. Majelis hakim dalam perkara ini memilih dakwaan pertama yaitu Pasal 
114 ayat (2) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 
Karena unsur-unsur dalam dakwaan penuntut umum pada dakwaan kesatu 
telah terpenuhi maka dakwaan kedua tidak perlu dibuktikan. Kedua,dasar 
pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana dalam Putusan 
Nomor 1109/Pid.B/2013/PN.MKS berdasarkan proses pemeriksaan alat bukti 
keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diperoleh di 
persidangan maka menurut Penulis, Majelis Hakim telah tepat memberi 
keringanan hukuman kepada terdakwa dengan menerapkan pidana minimum 
khusus bagi anak nakal yang terlibat dalam pasal 114 ayat (2) UU No. 35 
Tahun 2009 dan dijatuhi  pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) 
bulan serta denda sebesar Rp. 500.000 ( lima ratus ribu rupiah), dengan 
ketentuan apabila terdakwa tidak membayarnya maka diganti dengan pidana 
penjra selama 2 (dua bulan), menimbang bahwa terdakwa adalah anak 
masih muda dan masih banyak waktu memperbaiki diri. Hal ini didasarkan 
atas kerangka kepentingan terbaik anak. 
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KATA PENGANTAR 
Assalamualaikum Wr. Wb, 
Alhamdulillah, tiada kata yang paling indah selain mengucapkan 
syukur kehadirat Allah SWT Tuhan semesta alam, sumber kehidupan bagi 
seluruh makhluk, sumber dari segala sumber ilmu, dan sumber dari segala 
sumber hukum. Juga salam dan shalawat Penulis junjungkan kepada 
Rasulullah Muhammad SAW Nabi dan Rasul yang menjadi panutan bagi 
seluruh umat manusia, yang mengajarkan keselamatan kepada kita semua, 
dan membawa kita semua ke alam yang terang benderang ini. 
Suatu kebahagiaan tersendiri bagi Penulis dengan selesainya tugas 
akhir ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas 
Hukum Universitas Hasanuddin. 
Adapun judul skripsi ini adalah " Tinjauan Yuridis Terhadap 
Pemidanaan Bagi Anak  Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika 
(Studi Kasus Putusan Nomor: 1109/Pid.B/2013/PN.Mks).” 
Akhirnya tibalah rasa bahagia untuk menyampaikan rasa terima kasih 
kepada orang-orang yang Penulis cintai. Penulis sadar sejak awal hingga 
akhir penulisan skripsi ini, penulis banyak menerima bimbingan, bantuan dan 
dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini Penulis 
haturkan banyak terima kasih, penghormatan dan penghargaan setinggi-
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tingginya yang pertama dan paling utama sembah sujud kepada kedua orang 
tua Penulis Ayahanda Alm. Sukawati dan kepada Ibunda Fatmawati yang 
telah mendidik, membesarkan dengan penuh kasih sayang dan mengiringi 
setiap langkah dengan doa dan restunya yang tulus serta segala pengertian 
yang mereka berikan dalam proses penyusunan skripsi ini.  
Kepada Saudari-saudari Penulis Reski Amaliyah Samad, Yusri 
Kalsum Samad dan Umrah Inayah Samad dan yang senantiasa membantu 
Penulis saat mengalami kesulitan serta bersedia menjadi teman hidup 
berbagi suka dan duka serta seluruh keluarga besar yang mungkin tidak bisa 
saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas segala bantuan dan 
dukungannya, kalian semua adalah motivator Penulis, jasa-jasa kalian sangat 
membantu dalam penyelesaian studi Penulis. Insya Allah kelak jasa-jasamu 
akan terbalaskan dan semoga kalian tetap dalam lindungan-Nya.   
Pada kesempatan ini pula, Penulis dengan segala kerendahan hati  
menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 
1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, MA. selaku Rektor Universitas 
Hasanuddin, serta para Wakil Rektor dan Staf Universitas Hasanuddin.  
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H.,M.H. selaku 
Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. 
Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum 
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Universitas Hasanuddin, dan Bapak Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H. selaku 
Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 
3. Bapak Dr.Syamsuddin Mochtar,S.H,M.H selaku pembimbing I dan Ibu Dr. 
Dara Indrawati, S.H.,M.H. selaku pembimbing II, terima kasih atas segala 
petunjuk, saran, bimbingan dan waktu yang telah diluangkan untuk 
Penulis. 
4. Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H.,M.S., Bapak Prof. Dr. Andi Sofyan, 
S.H.,M.H., dan Ibu Hijrah Adyanti, S.H.,M.H., selaku penguji yang telah 
memberikan masukan dan saran-sarannya kepada Penulis, sehingga 
penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. 
5. Ketua Bagian dan Sekretaris Bagian Hukum Pidana beserta seluruh 
Bapak/ Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang dengan 
perantaranya Penulis dapat menerima ilmu pengetahuan tentang hukum 
yang sangat bermanfaat.  
6. Prof. Dr. .Ahmadi Miru, S.H.,M.H. selaku Penasehat Akademik Penulis 
yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama menjalani 
proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 
7. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Makassar dan seluruh staf Pengadilan 
Negeri Makassar, terima kasih telah memberi waktu dan tempat selama 
penelitian berlangsung. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Berbicara tentang anak memang suatu hal yang menarik untuk 
dibahas. Tentulah yang harus dipahami pertama kali bahwa anak adalah 
manusia yang muda dan bahkan masih sangat  muda dengan status dan 
keadaan moral tertentu. Banyak hal yang menyangkut anak yang 
terkadang membuat kita berpikir bahwa anak pada dasarnya berbeda 
dengan manusia dewasa yang sehat jasmani dan rohani yang memiliki 
kemampuan akal berfikir sempurna dengan kehendak bebas yang 
dihormati oleh hukum.  
Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan mata rantai 
awal yang penting dalam upaya menyiapkan dan mewujudkan masa 
depan bangsa dan Negara. Namun, apabila anak kurang mendapatkan 
perhatian dari lingkungan terdekatnya, maka mudah baginya untuk 
melakukan perbuatan yang menyimpang dari norma hukum yang berlaku 
di masyarakat. Perbuatan sebatas kenakalan remaja seringkali akhirnya 
menjurus pada perbuatan criminal yang membutuhkan penanganan hukum 
secara serius, khususnya perlindungan hak- hak anak dalam proses 
peradilan pidana maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi 
hal yang utama.  
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Mengingat bahwa anak bukanlah sebagai miniature orang dewasa 
tentunya memerlukan penanganan khusus terhadap anak yang 
bermasalah di hadapan hukum, bagaimana dengan pertanggungjawaban 
anak ketika manusia yang dikategorikan sebagai anak tersebut 
dihadapkan kepada sebuah sistem pemidanaan  yang dikhususkan untuk 
tindak pidana narkotika sebagaimana yang diatur dalam Undang- Undang 
Nomor 35 tahun 2009.  
Aturan/ pedoman pemidanaan dalam KUHP tidak mungkin 
diterapkan dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 karena aturan/ 
pedoman pemidanaan dalam KUHP berorientasi kepada pidana 
maksimum umum sehingga konsekuensi dari ketiadaan pedoman 
pemidanaan minimum khusus dalam Undang- Undang Nomor 35 tahun 
2009  tentang tindak pidana narkotika dengan pasal pidana minimum 
khusus yang dilakukan oleh Anak Nakal. Mengenai pidana minimum 
khusus dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 
seperti salah satu pasalnya yaitu Pasal 112 ayat 2 memuat bahwa: 
“ Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, 
memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan 
Narkotika Golongan 1 bukan tanaman sebagaimana dimaksud ayat 1 
beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara 
seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling 
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lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana 
dimaksud dalam ayat 1 ditambah 1/3. 
Sementara dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 
tentang Narkotika tidak mengatur mengenai pedoman pemidanaan untuk 
pidana minimum khusus yang deliknya dilakukan oleh anak, sementara 
pedoman pemidanaan bagi anak ada dirumuskan dalam pasal 26, pasal 
27, pasal 28 ayat (1) Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang 
Pengadilan Anak sebagaimana salah satu contoh pasalnya memuat Pasal 
26 ayat 1: 
“ Pidana Penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak nakal 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama ½   
(saperdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.” 
Konkretnya misalnya anak nakal yang terbukti terkena pasal 112 
ayat 2 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mana ia menjadi 
perantara jual beli narkotika dengan berharap untuk mendapatkan komisi 
Rp. 20.000,- ( dua puluh ribu rupiah), apakah terhadap anak tersebut 
hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah 5 tahun ataukah mungkin batas 
minimal pidana menjadi 2 (dua) tahun 6 ( enam) bulan. 
 Kepentingan terbaik anak menjadi filosofi pokok yang harus 
dipegang dan diperhatikan secara sungguh- sungguh. Hal ini tentunya 
semata- mata untuk memperoleh keadilan karena di satu sisi, untuk anak 
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yang terlibat dalam peredaran gelap narkotika dalam Undang- Undang 
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di beberapa pasalnya seperti 
pasal 111, pasal 112 dan pasal 114, seorang Hakim terbentur kepada 
ketentuan minimum pidana khusus, sementara dilain sisi Hakim juga 
dituntut harus menjadi Hakim yang bijak dan progresif dengan kerangka 
dan payung hukum yang ada untuk memberikan pemenuhan sisi 
kepentingan terbaik anak 1  yang tentulah akan menimbulkan 
permasalahan yuridis dalam praktiknya khususnya terhadap penanganan 
perkara anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika tersebut.2 Dari 
praktik yang ada selama ini, hampir dapat dipastikan bahwa Hakim akan 
menjatuhkan pemidanaan dalam putusan yang mana pemidanaannya 
lebih atau minimal sama dengan ketentuan pidana minimum yang telah 
ditentukan. 
Undang-undang yang hingga kini masih berlaku tersebut belum 
mengatur bagaimana dengan ancaman minimum yang saat ini banyak 
diatur dalam undang- undang yang memuat delik-delik yang memuat 
ancaman pidana minimum yang mungkin dilakukan oleh anak misalnya 
narkotika, pornografi, tindak pidana yang diatur dalam UU ITE, kejahatan 
dalam UU Perlindungan Anak dan beberapa tindak pidana lainnya. Akan 
                                                          
1 Susi Pangaribuan, 2012, Sistem Pemidanaan Minimal Bagi Anak dalam Perkara 
Narkotika, Jakarta, Varia Peradilan, hlm 56. 
2 Sujono & Bon Daniel, 2011, Komentar dan Pembahasan Undang- Undang Nomor 
35 tahun 2009 tentang Narkotika, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 217. 
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tetapi terlepas dari jenis delik apa yang mungkin dilakukan oleh anak 
dibawah umur pertanyaan mengenai bagaimana pemberlakuan ancaman 
pidana minimum bagi anak tetaplah penting untuk dijawab karena jangan 
sampai pidana minimum khusus yang dirumuskan justru mencederai rasa 
keadilan dalam hubungannya terhadap anak yang terlibat dalam tindak 
pidana narkotika dengan pasal terkait pidana minimal khusus karena 
kepentingan terbaik anak merupakan filosofi keadilan yang harus dicapai 
dalam penanganan perkara yang terdakwanya adalah anak. 
Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik mengkaji dan 
menganalisis lebih dalam penerapan hukum pidana materil bagi pelaku 
anak tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan mengangkat judul 
“Tinjauan Yuridis Terhadap  Pemidanaan Bagi Anak Dalam Tindak 
Pidana Penyalahgunaan Narkotika” (Studi Kasus Putusan Nomor: 
1109/Pid.B/2013/PN.MKS). 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka 
dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut : 
1. Bagaimana penerapan hukum pidana materil bagi anak sebagai 
pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam Putusan Nomor  
1109/Pid.B/2013/PN.MKS? 
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2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan bagi anak 
sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam 
Putusan Nomor 1109/Pid.B/2013/PN.MKS? 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan proposal ini 
adalah : 
1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil bagi anak  
sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam 
Putusan Nomor 1109/Pid.B/2013/PN.MKS?  
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan bagi 
anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika  dalam 
Putusan Nomor 1109/Pid.B/2013/PN.MKS. 
D. Manfaat Penelitian 
1. Secara Teoritis 
a. Diharapkan pada penelitian ini dapat memberikan pemahaman 
secara umum tentang penjatuhan pidana bagi pelaku anak tindak 
pidana penyalahgunaan narkotika. 
b. Diharapakan penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan 
rujukan untuk memahami secara khusus tentang penjatuhan 
pidana bagi pelaku anak tindak pidana penyalahgunaan narkotika. 
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c. Diharapkan penelitian ini akan menjadi literature dalam hukum 
Pidana pada umumnya dan tindak pidana penyalahgunaan 
narkotika pada khususnya. 
 
2. Secara Praktis 
a. Diharapkan dapat member sumbangan pemikiran kepada 
praktisi hukum dan masyarakat pada umumnya yang ingin 
memahami lebih mendalam tentang penjatuhan pidana bagi 
pelaku anak dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika. 
b. Diharapkan dapat menjadi salah satu topic dalam diskusi 
lembaga lembaga mahasiswa pada khususnya  dan civitas 
akademika pada umumnya 
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BAB 2 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Pengertian Tinjauan Yuridis 
1. Tinjauan Yuridis 
Istilah ‘Yuridis’ berasal dari bahasa Inggris ‘Yuridicial” yang sering 
disinonimkan dengan arti kata hukum atau normatif. Jadi tinjauan yuridis 
berarti kajian atau analisis suatu masalah berdasarkan hukum dan 
perundang-undangan. Paul Scholten menyatakan bahwa Interpretasi, 
penafsiran hukum, merupakan masalah yang sangat penting dalam 
kehidupan hukum.3 
Setiap Undang-undang merupakan bagian dari keseluruhan 
perundang-undangan. Demikian pula halnya dengan undang-undang yang 
baru, yang segera diserap ke dalam struktur keseluruhan tersebut. Dengan 
demikian, apabila orang ingin memberi arti pada suatu undang-undang 
                                                          
3Satjipto Rahardjo, 2006, Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis,  PT. Citra Aditya 
Bakti, Bandung ,hlm. 124 
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tertentu, maka ia harus melakukannya dalam konteks yang demikian itu. 
Dalam hubungan ini maka kata-kata suatu undang-undang mungkin tidak 
hanya baru menjadi jelas manakala dipahami dalam hubungannya dengan 
yang lain, melainkan jugamencoba untuk memahami masing-masing 
undang-undang sedemikian rupa, sehingga merupakan satu kesatuan 
yang berkaitan satu sama lain. Suatu undang-undang bisa dilihat sebagai 
suatu penggarapan lebih lanjut, suatu pengisian dan/atau penyimpangan 
dari yang lain.4 
Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa tinjauan 
yuridis memuat analisis melalui interpretasi-interpretasi hukum dan 
perudang-undangan, penalaran logis, penggunaan dasar-dasar teori 
hukum dalam pengkajian suatu masalah hukum. Juga memuat delik apa 
yang terjadi, unsur-unsur, delik terpenuhi, pidana, pemidanaan dan 
pertanggungjawaban pidana. 
Tinjauan yuridis yang dimaksud adalah tinjauan dari segi 
hukum,sedangkan hukum yang penulis kaji disini adalah hukum menurut 
ketentuan pidana materil.khusus dalam tulisan ini pengertian tinjauan 
yuridis  yaitu suatu kajian yang membahas mengenai delik  apa yang 
terjadi,siapa pelakunya,,terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur 
                                                          
4Ibid., hlm. 17 
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delik,pertanggungjawaban pidana serta penerapan sanksi terhadap 
terdakwa pelaku tindak pidana. 
 
 
 
B. Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemahan dari istilah 
strafbaar feit. Akan tetapi didalam berbagai perundang-undangan yang 
berlaku di indonesia dikenal istilah-istilah yang todak seragam dalam 
menerjemahkan strafbaar feit 
Adapun beberapa istilah-istilah yang dipergunakan dsalam bahasa 
Indonesia antara lain: 
 1.Peristiwa pidana 
 2.Perbuatan pidana 
 3.Tindak pidana 
 4.Pelanggaran pidanas yang paling popular dipakai adalah istilah 
tindak pidana.Hal ini dapat dilihat dari beberapa buku hukum pidana,serta 
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peraturan perundang-undangan hukum pidana yang pada umumnya 
mempergunakan istilah tindak pidana. 
Namun ada beberapa sarjana yang mempergunakan  istilah lain. 
Moeljatno misalnya,menganggap lebih tepat menggunakan istilah 
perbuatan pidana dengan alas an-alasan sebagai berikut. 
1.Perkataan peristiwa tidak menunjukan bahwa yang menimbulkan 
hendeling Atau gedraging seseorang,mungkin juga hewan atau kekuata-an 
alam.  
2.Perkataan tidak berarti langkah baru dalam tindak bentuk tanduk atau 
Tingkah laku. 
3. Perkataan perbuatan sudah lazim dipergunakan dalam percakapan 
sehari- hari,seperti perbuatan tidak senonoh,perbuatan jahat,dan 
sebagainya.Dan juga istilah seperti perbuatan melawan hukum (onrecht 
metigedaad).   
Mengenai apa yang dimaksud  atau apa yang diartikan dengan 
perbuatan pidana atau tindak pidana,berikut penulis kemukakan beberapa 
pandangan pakar hukum pidana antara lain: 
  Simons mengatakan Strafbaar feit sebagai kelakuan (hendeling) 
yang diancam dengan pidana,yang bersifat melawan hukum yang 
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berhubungan  dengan kesalahan,dan yang dilakukan oleh orang yang 
mampu bertanggungjawab5. 
   Moeljatno mengatakan Strafbaar feit atau perbuatan pidana adalah 
suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum,larangan mana 
disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu,bagi brang siapa 
melanggar larangan tersebut6. 
    Van Hamel menjelaskan bahwa Strafbaar feit adalah kelakuan 
orang (menselijke gedraging) yang dirumuskan didalam wet,yang bersifat 
melawan hokum,yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan7. 
    R.Tresna menjelaskan  bahwa Strafbaar feit atau peristiwa pidana 
adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia,yang 
bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundangan lainnya 
terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman8. 
    J.E.Jongkers menyebutkan bahwa9: 
    a) Strafbaar feit adalah suatu kejadian  (feit) yang dapat diancam 
pidana oleh undang-undang. 
    b) Strafbaar feit adalah suatu kelakuan yang melawan hukum 
berhubungan dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat   
dipertanggungjawabkan.  
                                                          
5 Tolib Setiady,2010,Pook-Pokok Hukum Penitensier Indonesia,Alfabeta,Bandung,hlm 9. 
6 Ibid, hlm 9. 
7 Ibid hlm  9. 
8 Ibid,hlm.10 
9 Ibid,hlm 10. 
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Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa Strafbaar feit atau tindak 
pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan  
hukuman pidana10. 
    Walaupun istilah tindak pidana diterjemahkan bermacam-macam 
sebagaimana yang telah dipaparkan di atas,dapat disimpulkan bahwa 
tindak pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum ,dimana 
pelakunya dapat dipidana. 
     2. Unsur-Unsur Tindak Pidana  
Dalam hukum pidana dikenal dua pandangan tentang unsur-unsur 
tindak pidana, yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistis seperti 
yang telah dijelaskan sebelumnya. Berikut ini akan diuraikan mengenai 
unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana, antara lain:  
1. Ada Perbuatan Yang Mencocoki RumusanTindak Pidana  
Perbuatan manusia dalam arti luas adalah mengenai apa yang 
dilakukan, apa yang diucapkan, dan bagaimana sikapnya terhadap suatu 
hal atau kejadian. Sesuatu yang dilakukan dan diucapkan disebut act, 
yang oleh sebagian pakar disebut sebagai perbuatan positif.Sikap 
seseorang terhadap suatu hal atau kejadian disebut omission, yang oleh 
sebagian pakar disebut sebagai perbuatan negatif. 
                                                          
10 Ibid,hlm 10. 
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Oleh karena itu,mencocoki rumusan tindak pidana yaitu menco-                              
coki unsur-unsur yang ada dalam pasal yang didakwakan,termasuk unsur 
perbuatan maupun pertanggungjawaban pidananya. 
2. Sifat Melawan Hukum  
Dalam dogmatik hukum pidana, istilah “sifat melawan hukum” tidak 
selalu berarti sama. Ada empat makna yang berbeda-beda, tetapi yang 
masing-masing dinamakan sama, yaitu sifat melawan hukum. Harus selalu 
ditanyakan dalam hubungan apa istilah itu dipakai untuk mengetahui 
artinya. 
Sifat melawan hukum dapat dibedakan menjadi 4 (empat) jenis, 
yaitu11: 
1) Sifat Melawan Hukum Umum 
Ini diartikan sebagai syarat umum untuk dapat dipidana yang 
tersebut dalam rumusan pengertian perbuatan pidana.Perbuatan pidana 
adalah kelakuan manusia yang termasuk dalam rumusan delik, bersifat 
melawan hukum dan dapat dicela. 
2) Sifat Melawan hukum Khusus 
Ada kalanya kata “bersifat melawan hukum” tercantum secara 
tertulis dalam rumusan delik.Jadi sifat melawan hukum merupakan syarat 
tertulis untuk dapat dipidana. Sifat melawan hukum yang menjadi bagian 
                                                          
11I Made Widnyana, 2010, Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Pertama, PT. Fikahati 
Aneska, Jakart,hlm. 57. 
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tertulis dari rumusan delik dinamakan :sifat melawan hukum khusus. Juga 
dinamakan “sifat melawan hukum facet”. 
3) Sifat Melawan Hukum Formal 
Istilah ini berarti: semua bagian yang tertulis dari rumusan delik 
telah dipenuhi (jadi semua syarat tertulis untuk dapat dipidana). 
4) Sifat Melawan Hukum Materiil 
Sifat melawan hukum materiil berarti melanggar atau 
membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh 
pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu. 
Dalam ilmu hukum pidana, dikenal beberapa pengertian melawan 
hukum (wederrechttelijk). Menurut Simons, melawan hukum diartikan 
sebagai bertentangan dengan hukum, bukan saja terkait dengan hak orang 
lain (hukum subjektif), melainkan juga mencakup hukum perdata atau 
hukum administrasi negara12.  
3. Tidak Ada Alasan Pembenar 
Alasan pembenar menhapuskan sifat melawan hukumnya  
perbuatan, artinya meskipun perbuatan itu telah memenuhi rumusan delik 
sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, dengan lain perkataan 
alasan pembenar menghapuskan dapat dipidananya perbuatan.13 
                                                          
12 Amir Ilyas,2013,Asas-Asas Hukum Pidana 2,Rangkang,Jakarta, hlm. 52.   
13 I Made Widnyana, ,Op. Cit, hlm. 138. 
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Pada dasarnya, perbuatan seseorang termasuk tindak pidana 
tetapi karena hal-hal tertentu perbuatan tersebut dapat dibenarkan dan 
pelakunya tidak dapat dipidana. Hal-hal yang dapat menjadi alasan 
pembenar, antara lain:  
1) Daya Paksa Absolut 
Daya paksa diatur dalam Pasal 48 KUHP menegaskan bahwa 
barang siapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu 
kekuasaan yang tak dapat dihindarkan tidak boleh dihukum. Dalam 
penjelasannya, Jonkers mengatakan daya paksa dikatakan bersifat absolut 
jika seseorang tidak dapat berbuat lain. Ia mengalami sesuatu yang sama 
sekali tidak dapat mengelakkannya dan tidak mungkin memilih jalan lain.14 
Berdasarkan doktrin hukum pidana, daya paksa dibedakan 
menjadi dua, yaitu daya paksa absolut (vis absoluta) dan daya paksa relatif 
(vis compulsiva). Apabila dilihat dari segi asalnya tekanan dan paksaan itu, 
maka bentuk daya paksa disebabkan oleh perbuatan manusia dan bukan 
perbuatan manusia.Akan tetapi, jika dilihat dari sifat tekanan dan paksaan, 
maka daya paksa disebabkan oleh tekanan yang bersifat fisik dan psikis.15 
Menurut Adami Chazawi, daya paksa absolut baik yang 
disebabkan oleh perbuatan manusia maupun alam, baik yang bersifat fisik 
maupun psikis, adalah suatu keadaan di mana paksaan dan tekanan yang 
                                                          
14 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Politeia, Bogor, hlm. 63.  
15Ibid., hlm. 30.   
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sedemikian kuatnya pada diri seseorang, sehingga tidak dapat lagi berbuat 
sesuatu selain yang terpaksa dilakukan atau apa yang terjadi.16 
2) Pembelaan Terpaksa  
Perihal pembelaan terpaksa (noodweer) dirumuskan dalam Pasal 
49 ayat (1) KUHP sebagai berikut:  
“Barangsiapa melakukan perbuatan, yang terpaksa dilakukannya 
untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan 
kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada 
serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat 
itu juga, tidak boleh dihukum.” 
Dari rumusan Pasal 49 ayat (1) KUHPidana tersebut ditentukan 
syarat-syarat dimana melakukan suatu delik untuk membela diri dapat 
dibenarkan. Menurut pasal ini, untuk pembelaan terpaksa diisyaratkan:17 
a. Ada serangan mendadak atau seketika itu terhadap raga, 
kehormatan kesusilaan atau harta benda; 
b. Serangan itu bersifat melawan hukum; 
c. Pembelaan merupakan keharusan; 
d. Cara pembelaan adalah patut (syarat ini tidak disebut dalam 
pasal 49 ayat (1) KUHPidana) 
                                                          
16Ibid., hlm. 30.   
17 I Made Widnyana, , 2010, Op.Cit  hlm. 144. 
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Pembelaan harus seimbang dengan serangan atau ancaman. Hal 
ini sesuai dengan asas keseimbangan (proporsionaliteit). Selain itu, juga 
dianut asas subsidiaritas (subsidiariteit), artinya untuk mempertahankan 
kepentingan hukumnya yang terancam pembelaan itu harus mengambil 
upaya yang paling ringan akibatnya bagi orang lain.18 
3) Menjalankan Ketentuan Undang-Undang  
Dasar alasan pembenar karena menjalankan ketentuan undang-
undang dirumuskan dalam Pasal 50 KUHP sebagai berikut:  
“Barangsiapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan 
ketentuan undang-undang tidak dipidana.” 
Menurut Pompe, ketentuan undang-undang meliputi peraturan 
(verordening) dikeluarkan oleh penguasa yang berwenang untuk itu 
menurut undang-undang. Jadi, meliputi ketentuan yang berasal langsung 
dari pembuat undang-undang, dari penguasa yang mempunyai wewenang 
(bukan kewajiban) untuk membuat peraturan yang berdasar undang-
undang.19 
4) Menjalankan perintah jabatan yang sah  
Pasal 51 ayat (1) KUHP yang berbunyi sebagai berikut:  
                                                          
18 Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 2; Penafsiran Hukum Pidana, 
Dasar Peniadaan,    
    Pemberatan & Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas, Op. Cit., 
hlm.  46. 
19 Amir Ilyas, Op. Cit., hlm. 69.   
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“Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah 
jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.” 
Pada perintah jabatan ada hubungan publik antara orang yang 
memberi perintah dan orang yang diberi perintah. Hoge Raad memutuskan 
bahwa perintah yang diberikan oleh pengairan Negara kepada pemborong 
tergolong dalam sifat hukum perdata dan bukan perintah jabatan (HR 27 
November 1933 W. 12698, N.J. 1934, 266).20 
Suatu perintah dikatakan sah, apabila perintah itu berdasarkan 
tugas, wewenang, atau kewajiban yang didasarkan kepada suatu 
peraturan. Di samping itu, antara orang yang diperintah dengan yang 
member perintah harus ada hubungan jabatan dan subordinasi21. 
C.Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika 
    1.Pengertian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika 
Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu tindak kejahatan dan 
pelanggaran yang mengancam keselamatan,baik fisik maupun jiwa si 
pemakai dan juga terhadap masyarakat di sekitar secara social,maka 
dengan pendekatan teoritis,penyebab dari penyalahgunaan narkotika 
adalah merupakan delik materil,sedangkan perbuatannya untuk di tuntut 
pertanggungjawaban pelaku,merupakan delik formil22. 
                                                          
20 Amir Ilyas, Op. Cit., hlm. 71.   
21I Made Widnyana, 2010, Op. Cit. hlm. 149. 
22 M.Taufik Makaro,2005,Tindak Pidana Narkotika,Ghalia Indonesia,Bogor,Hal,49 
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Selain itu penyalahgunaan narkotika merupakan suatu pola 
penggunaan yang patagolik,berlangsung dalam jangka waktu tertentu dan 
menimbulkan gangguan fungsi social dan akupasional. Penyalahgunaan 
narkotika adalah suatu kondisi yang dapat dikonseptualisasikan sebagai 
suatu gangguan jiwa,yaitu gangguan mental dan perilaku akibat 
penyalahgunaan narkotika23. 
Narkotika adalah merupakan zat atau bahan aktif yang berkerja 
pada system saraf pusat (otak),yang dapat menyebabkan penurunan 
sampai hilangnya kesadaran dari rasa sakit (nyeri) serta dapat 
menimbulkan ketergantungan atau ketagihan. 
Secara etimologis,menurut Hukum Pidana Nasional narkoba atau 
narkotika berasal dari bahasa inggis narcose atau narcosis yang berarti 
menidurkan dan pembius.Sehubungan dengan pengertian 
narkotika,menurut Sudarto dalam bukunya yang berjudul Kapita Selekta 
Hukum Pidana mengatakan bahwa narkotika berasal dari bahasa 
yunani,yaitu narke atau narkam yang berarti terbius sehingga tidak 
merasakan apa-apa.Serta menurut John M.Elhols di Kamus Inggris 
Indonesia,Narkotika berasal dari perkataan narcotic yang artinya sesuatu 
yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek 
melamun. 
                                                          
23 H.Dadang Hawari, 2003,Penyalahgunaan dan ketergantungan NAPZA,FKUI,Jakarta,Halaman 12  
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Secara terminologi,menurut Anton M.Moelyono dalam kamus 
besar Bahasa Indonesia,narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat 
menenangkan syaraf,menghilangkan rasa sakit,menghilangkan rasa 
mengantuk atau merangsang. 
Narkotika adalah zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan 
ketidaksadaran atau pembiusan dikarnakan zat-zat tersebut berkerja 
mempengaruhi susunan pusat saraf.Dalam defenisi narkotika ini sudah 
termasuk jenis candu,seperti morpin,cocain,dan heroin atau zat-zat yang 
dibuat dari candu,seperti (meripidin dan methadone)24 
 Kemudian M.Ridha Ma’ruf25 menyimpulkan: 
1. .Bahwa narkotika ada dua macam,yaitu narkotika alam dan   
narkotika sintesis.Yang termasuk narkotika alam ialah berbagai 
macam jenis candu ,morphine ,heroin ,ganja  ,hashis 
,codeindan cocain.Narkotika alami ini termasuk termasuk 
dalam pengertian sempit.Sedangkan narkotika sintesis adalah 
termasuk dalam pengertian secara luas.Narkotika sintesis yang 
termasuk didalamnya zat-zat (obat) yang tergolong dalam tiga 
jenis obat yaitu: Hallucinogen,Depressant,dan Stimulant. 
                                                          
24  M.taufik Makaro.dkk,Op.Cit,hal 18. 
25  Ma’ruf,Ridha.1989,Narkotika Masalah dan Bahayanya,CV.Marga Djaja,Jakarta,hal 33-34 
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2. Bahwa narkotika itu berkerja mempengaruhi susunan pusat 
saraf yang akibatnya dapat menimbulkan ketidaksadaran atau 
pembiusan berbahaya apabila disalahgunakan. 
3. Bahwa narkotika dalam pengertian disini adalah mencakup 
obat-obat bius dan obat-obat berbahaya atau narcotic and 
dangerous drugs. 
Menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2009: 
Narkotika adalah zat atau obat yang berasal  dari tanaman atau 
bukan tanaman,baik sintesis maupun semisintesis,yang dapat 
menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,hilangnya 
rasa,mengurangi sampai menghilangkan  rasa nyeri,dan dapat 
menimbulkan ketergantungan,yang dibedakan kedalam golongan-
golongan sebagaimana terlampir didalam Undang-Undang ini. 
 Yang dimaksud narkotika adalah Tanaman Papever,opium 
mentah,opium masak,seperti: candu,jicing,jicingko,Opium obat,Morfina 
tanaman koka,Daun koka,kokaina mentah,kokain,Ekgonina,Tanaman 
ganja,Damar ganja,Garam-garam atau turunanya, dari morfina dan 
kokaina.Bahan lain,baik alamiah,atau sintesis maupun semisintesis yang 
belum disebutkan yang dapat dipakai sebagai pengganti morfina atau 
kokaina yang ditetapkan oleh menteri Kesehatan sebagai narkotika,apabila 
penyalahgunaan dapat menimbulkan akibat ketrgantungan yang 
 23 
 
 
penyalahgunaanya dapat menimbulkan akibat ketergantungan yang 
merugikan,dan campuran-campuran atau mengandung garam-garam  atau 
turunan dari morfina dan kokaina,atau bahan-bahan lain yang alamiah atau 
olahan yang ditetapkan Menteri kesehatan sebagai narkotika. 26 
Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat 
yang dapat menimbulkan pengaru-pengaruh tertentu bagi  orang-orang 
yang menggunakannya ,yaitu dengan cara memasukkannya ke dalam 
tubuh. 
 
 2.Unsur-Unsur Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika 
Dalam kaitan teoritis ilmiah bentuk-bentuk tindak pidana,maka 
dalam hal ini sejauh mana rumusan pengaplikasian  undang-undang 
tersebut dapat diimplementasikan ,maka dapat dijelaskan tentang  bentuk 
penyalahgunaan narkotika sebagai berikut: 
1. Narkotika apabila dipergunakan secara proposional ,artinya sesuai 
dengan asas pemanfaatan,baik untuk kesehatan maupun untuk 
kepentingan pengetahuan,maka hal tersebut tidak dapat diklawisir 
sebagai tindak pidana narkotika.Akan tetapi apabila dipergunakan untuk 
maksud-maksud yang lain dari itu,maka perbuatan tersebut dapat 
dikategorikan sebagai perbuatan yang jelas adalah  tindak pidana dan 
                                                          
26 Undang-Undang No.35 Tahun 2009,tentang Narkotika. 
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atau penyalahgunaan narkotika berdasarkan Umdang-Undang No.35 
Tahun 2009. 
2.   Penyalahgunaan narkotika meliputi pengertian yang lebih   luas antara 
lain: 
a) membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakanberbahaya 
dan mempunyai resiko. 
b) Menentang suatu otoritas baik terhadap orang tua,guru,hokum,maupun 
instansi tertentu. 
c) Mempermudah penyaluran perbuatan seks. 
d) Melepaskan diri dari kesepian dan memperoleh pengalaman-
pengalaman emosiona. 
e) Berusaha agar menemukan arti daripada hidup. 
f) Mengisi kekosongan-kekosongan dan perasaan bosan karna tidak ada 
kegiatan. 
g) Menghilangkan rasa frustasi dan gelisa. 
h) Mengikuti kemauan teman dan tata pergaulan lingkungan. 
i) .Hanya sekedar ingin tahu dan iseng. 
3. Menerut ketentuan hukum pidana,para pelaku tindak pidana itu pada 
dasarnya dapat dibedakan menjadi: 
a) Pelaku utama. 
b) Pelaku peserta. 
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c) Pelaku pembantu. 
  Untuk menentukan apakah seorang pelaku tergolong ke dalam salah-
satunya,maka perlu ada proses pengadilan sebagaimana diatur dalam 
kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.  
Bentuk tindak pidana narkotika yang umum dikenal antara lain : 
a) Penyalahgunaan melebihi dosis 
  Hal ini disebabkan oleh banyak hal,seperti yang telah    diutarakan     
diatas. 
b) .Pengedaran narkotika 
Karna keterikatan suatu mata rantai peredaran narkotika,baik     nasional 
maupun internasional 
c) .Jual beli narkoba 
Hal ini pada umumnya dilatarbelakangi oleh motivasi untuk mencari 
keuntungan materil,namun ada juga karna motivasi untuk kepuasan. 
 3.Jenis-Jenis Narkotika 
Narkotika yang dibuat dari alam terdiri atas tiga bagian yaitu 
cocain,ganja,dan candu atau opium. 
a.COCAIN 
Cocain adalah suatu alkoloida yang berasal dari 
daun/Erythroxylon Coca L.tanaman tersebut banyak tumbuh di Amerika 
Selatan di bagian barat ke utara lautan teduh.Kebanyakan ditanam dan 
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tumbuh didaratan tinggi  andes  Amerika Selatan,khususnya diperu dan 
Bolivia.Tumbuh juga di Ceylon,india,dan jawa.dipulau jawa kadang-kadang 
ditanam dengan sengaja,tetapi sering tumbuh sebagai tanaman pagar.27 
Rasa dan daun Erythroxylon Coca L seperti  teh dan mengandung 
kokain.Daun tersebut sering dikunya karena sedap rasanya dan seolah-
olah menyegarkan badan.Sebenarnya dengan mengunyah daun tanaman 
tersebut dapat merusak paru-paru dan melunakkan saraf serta otot.Bunga 
Erythroxylon Coca L selalau tersusun berganda lima pada ketiak daun 
serta berwarna putih.  
Dalam bidang kedokteran Cocain digunakan sebagai anastesi 
(pemati rasa) local: 
1)  Dalam pembedahan pada mata,hidung,dan tenggorokan. 
a. Menghilangkan rasa nyeri selaput lender dengan cara 
menyemburkan larutan kokain. 
b. Menghilangkan rasa nyeri luka saat luka dibersihkan dan dijahit. 
c. Cara yang digunakan  adalah menyuntik kokain subkutan. 
2) Menghilangkan rasa nyeri yang lebih luas daripada menyuntikkan 
kokain kedalam ruang ektradural bagian lumbal,anastesi lumbal . 
   b.GANJA 
                                                          
27 Hari sasangka,2003,Narkotika dan psikotropika dalam hukum pidana,Mandar maju,Bandung,hal 
35. 
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Ganja berasal dari tanaman yang mudah tumbuh tanpa 
memerlukan pemeliharaan istimewah.Tanaman ini tumbuh pada daerah 
beriklim sedang.Pohonnya cukup rimbun dan tumbuh subur di daerah 
tropis.Dapat ditanam dan tumbuh secara liar di semak belukar.  
Nama samara ganja banyak sekali,misalnya:Indian 
Hemp,Rumput,Barang,Daun Hijauh,Bunga,Ikat,Labang,Jayus,Jun. 
Remaja di Jakarta menyebutnya gale atau cimeng dikalangan 
pecandu disebut Grass,Marihuana,hasa tau hashish.Bagi pemakai sering 
dianggap sebagai lambing pergaulan,sebab di dalam pemakainya hamper 
selalu beramai-ramai karna efek yang ditimbulkan oleh ganja adalah 
kegembiraan sehingga barang itu tidak dinikmati sendiri. 
Adapun bentuk-bentuk ganja,dapat dibagi kedalam lima bentuk,yaitu: 
   1.Berbentuk rokok lintingan yang  disebut reefer. 
  2.Berbentuk campuran daun ,tangkai dan biji untuk duhisab seperti 
rokok. 
  3.Berbentuk campuran daun,tangkai dan biji untuk dihisap seperti 
rokok. 
  4.Berbentuk bubuk dan dammar yang dapat dihisap melalui hidung. 
  5.Berbentuk dammar hashish berwarna coklat kehitam-hitaman seperti 
makjun. 
 c.CANDU (OPIUM) 
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Candu atau opium merupakan sumber utama dari narkotika alam 
.Opium adalah getah berwarna putih seperti susu yang keluar dari kotak 
biji tanaman papever samni vervum yang belum masak.Jika buah candu 
yang bulat telur itu terkena torehan,getah tersebutjika ditampungdan 
dijemur akan menjadi opium mentah.cara modern untuk mengelolahnya 
adalah mengumpulkan jeramihnya untuk dikelola secara besar-
besaran,kemudian dari jerami candu yang matang setelah diproses akan 
menghilangkan alkolida dalam cairan,padat,dan bentuk. 
Ciri-ciri tanaman Papaver Somniferum adalah sebagai 
berikut;Tinggi 70-110 cm,daunnya hijauh lebar berkeluk-keluk.panjangnya 
10-25 cm,tangkainya besar menjulang ke atas keluar dari rumpun 
pohonnya,berbunga (merah,putih,ungu) dan buahnya berbentuk bulat 
telur.dari buahnya itu diperoleh getah yang berwarna putih kemudian 
membeku,getah yang tadinya berwarna putih setelah mongering berganti 
warnanya menjadi hitam coklat,getah itu dikumpul lalu diolah menjadi 
candu mentah atau candu kasar.dalam perkembanganya opium menjadi 
tiga bagian;opium mentah,opium masak,dan opium obat. 
 d.MORPIN 
Perkatan morpin berasal dari bahasa yunani “Morpheus” yang 
artinya dewa mimpi yang di puja-puja.Namun ini cocok dengan pecandu 
morph,karna merasa fly di awing-awang. 
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Morpin adalah jenis narkotika yang bahan bakunya berasal dari 
opium.Morpin adalah protype analgetik yang kuat,tidak berbauh,rasanya 
pahit,berbentuk Kristal putih,dan warnahnya makin lama berubah menjadi 
kecokelat-cokelatan. 
Morpin adalah alkolaida utama dari opium,dengan rumusan kimia 
C17 H19 NO3. Ada tiga macam morpin yang beredar di 
masyarakat,yakni;cairan yang berwarna putih yang pemakainya dengan 
cara injeksi,bubuk atau serbuk berwarna putih seperti bubuk kapur atau 
tepung yang pemakainya dengan cara injeksi atau merokok,dan tablet 
kecil berwarna putih yang pemakainnya denganmenelan. 
 e.HEROIN 
Setelah ditemukan zat kimia morphine pada tahun 1906 oleh 
Fredich Sertumer,kemudian pada tahun 1898,DrDresser,seorang ilmuan 
berkebagsaan jerman telah menemukan zat Heroin.Semula zat baru ini 
(heroin) diduga dapat menggantikan morphine dalam dunia kedokteran 
dan bermanfaat untuk mengobati para penderita morpinis.Aakan tetapi 
harapan tersebut tidak berlangsung lama,karna terbukti adanya kecanduan 
yang berlebihan bahkan lebih cepat daripada morphine serta lebih susah 
disembuhkan bagi para pecandunya. 
Heroin atau diacethy morpin adalah suatu zat semi sintesis 
turunan morpin.Proses pembuatan heroin adalah melalui proses 
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penyulingan dan proses kimia lainnya di laboraterium dengan cara 
acethalasi dengan aceticanydrida. Bahkan bakunya adalah 
morpin,asam cukai,anhidraid atau asetilklorid. 
Dari uraian jenis narkotika di atas,maka diketahui bahwa narkotika 
dapat digologkan menjadi 3 (tiga) kelompok ,yaitu: 
1.Golongan narkotika (Golongan 1);seperti opium,morpin,heroin,dan 
lain-lain. 
2.Golongan psikotropika (Golongan II);seperti ganja,ectacy,shabu-
shabu,hashis,dan lain-lain. 
3.Golongan zat adiktif lain (Golongan II );minuman yang mengandung 
alcohol seperti beer,wine,whisky,vodka,dan lain-lain. 
D.Pidana Dan Pemidanaan 
 1.Pengertian Pidana Dan Pemidanaan 
 Hukum pidana merupakan istilah yang berasal dari Negara 
Belanda yaitu istilah straafrecht, straaf  berarti pidana dan recht berarti 
hukum.Pengertian hukum pidana banyak dikemukakan oleh para sarjana 
hukum, diantaranya adalah Soedarto yang mengemukakan bahwa : 
Hukum pidana memuat aturan-aturan hukum yang meningkatkan 
kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu sebab-
akibat yang berupa pidana  
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Selanjutnya menurut Mulyatno, hukum pidana merupakan bagian 
dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, dan mengadarkan 
dasar-dasar dan aturan untuk : 
1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak dapat 
dilakukan, yang dilarang dan disertai dengan ancaman atau 
sanksi yeng berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang 
melanggar larangan tersebut. 
2. Menentukan dan dalam hal apa saja kepada mereka yang telah 
melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi 
pidana sebagaimana telah diancamkan. 
3. Menentukan dengan cara bagaimana mengenai pidana itu dapat 
dilaksanakan apabila ada orang yang telah disangka telah 
melanggar larangan tersebut. (Bambang Poernomo, 2010 : 7) 
Menurut VOS,  hukum pidana dalam bekerjanya sebagai berikut: 
1. Hukum objektif ( ius poenale ) yang dibagi menjadi: 
a. Hukum pidana meteril yaitu peraturan tentang syarat-
syarat bilamana, siapa dan bagaimana sesuatu dapat 
dipidana. 
b. Hukum pidana formil yaitu hukum acara pidana. 
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2. Hukum subjektif ( ius poenandi ) yaitu meliputi hukum yang 
memberikan kekuasaan untuk menetapkan ancaman pidana, 
menetapkan putusan dan melaksanakan pidana yang hanya 
dibebankan kepada negara atau pejabat yang ditunjuk untuk itu. 
3. Hukum pidana umum (algemene strafrechts) yaitu hukum pidana 
yang berlaku bagi semua orang. 
4. Hukum pidana khusus (byzondere strafrecht) yaitu dalam 
bentuknya sebagai ius speciale  seperti hukum pidana militer, 
dan sebagai  ius singulareseperti hukum pidana fiskal. ( 
Bambang Poernomo, 2010 : hal 6) 
Menurut Martiman Prodjohamidjojo, hukum pidana adalah bagian 
dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan 
dasar-dasar dan aturan-aturan untuk: 
1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh 
dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi 
pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya. 
2. Menentukan dalam hal apa kepada mereka yang telah 
melakukan larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi 
pidana sebagaimana yang diancamkan 
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3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu 
dapat dilaksanakan apabila orang yang diduga telah melanggar 
ketentuan tersebut. (Bambang Poernomo, 2010 : hal 6) 
Keragaman pendapat di antara para sarjana hukum mengenai 
definisi strafbaar feit telah melahirkan beberapa rumusan atau terjemahan 
mengenai stafbaar feit sendiri, yaitu: (Teguh Prasetyo, 2013:.48) 
1. Perbuatan Pidana 
Prof. Mulyanto, S.H. menerjemahkan istilah strafbaar feit 
dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah 
“perbuatan Pidana” menunjuk kepada makna adanya suatu 
kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang 
dilarang hukum dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi 
pidana. Dapat diartikan demikian karena kata “perbuatan” tidak 
mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dan 
hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya manusia. 
2. Peristiwa Pidana  
Istilah ini pertama kali di kemukakan oleh Prof. Wirjono 
Prodjodikoro, S.H., Dalam perundang-udangan formal Indonesia , 
istilah “peristiwa pidana” pernah digunakan secara resmi dalam 
UUD Sementara 1950, yaitu dalam pasal 14 ayat (1). Secara 
substantif, pengertian dari istilah “peristiwa pidana” lebih 
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menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan baik 
oleh perbutan manusia maupun oleh gejala alam. Oleh karena 
itu, dalam percakapan sehari-hari sering di dengar suatu 
ungkapkan bahwa kejadian itu merupakan peristiwa alam. 
3. Tindak Pidana 
Istilah tindak pidana sebagai terjemahan strafbaar feit 
adalah diperkenalkan oleh pihak pemerintah cq Departemen 
Kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam undang-
undang tindak pidana khusus, misalnya: Undang-undang Tindak 
Pidana Korupsi, Undang-undang Tindak Pidana Narkotika, dan 
Undang-undang mengenai Pornografi yang mengatur secara 
khusus Tindak Pidana Pornografi. 
Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik 
tingkah laku dan gerak gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut 
terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan 
tidak berbuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. 
4. Delik  
Delik sebenarnya berasal dari bahasa latin delictum juga 
digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud 
dengan strafbaar feit. Istilah ini dapat di jumpai dalam berbagai 
literature, misalnya Prof.Drs. E. Utrecht, S.H, walaupun juga 
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beliau menggunakan istilah lain yakni peristiwa pidana (dalam 
buku Hukum Pidana I). Prof. A. Zainal Abidin dalam buku beliau 
Hukum Pidana I. Prof. Moeljatno pernah juga menggunakan 
istilah ini. 
2. Jenis-  Jenis Pidana Dalam KUHPidana 
Pada waktu apa yang disebut Wetboek va Strafrecht voor 
Indonesie, yang kemudian berdasarkan ketentuan di dalam Pasal  6 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964 namanya telah diubah menjadi 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hukum Pidana Indonesia hanya 
mengenal dua jenis pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. 
Menurut ketentuan di dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana Indonesia hanya mengenal 2 (dua) jenis pidana, yaitu: 
a. Pidana Pokok itu terdiri atas: 
1. Pidana mati 
2. Pidana penjara 
3. Pidana kurungan 
4. Pidana denda 
b. pidana tambahan 
1. Pencabutan dari hak-hak tertentu, 
2. Penyitaan atau perampasan dari barang-barang tertentu, dan 
3. Pengumuman dari putusan hakim. 
 36 
 
 
Dari ketentuan pada Pasal 10 KUHP tersebut, jelaslah bahwa 
stelsel pidana kita menurut KUHP dibedakan dalam pidana pokok dan 
pidana tambahan. Di samping itu urut-urutan dari pidana ini mulai dari 
yang terberat ke yang lebih ringan. Pidana Pokok jelas lebih berat dari 
pidana tambahan. Pidana tambahan biasanya hanya bisa ditambahkan 
pada salah satu pidana pokok, jadi bersifat imperatif. 
 Jenis-jenis pidana menurut Kitab Undang- Undang Hukum Pidana 
yang terdapat dalam pasal 10 yaitu:28 
 Pidana pokok terdiri dari: 
1. Pidana mati 
2. Pidana penjara 
3. Pidana kurungan 
4. Pidana denda 
  Pidana tambahan terdiri dari: 
1. Pencabutan hak- hak tertentu 
2. Perampasan barang- barang tertentu 
3. Pengumuman putusan hakim 
Tujuan adanya hukuman ini timbul karena orang yang melakukan 
pelanggaran terhadap aturan- aturan yang telah ditetapkan serta 
                                                          
28  R. Soesilo, 1998, Pasal  10 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana ( KUHP), 
Politeia, Bogor, hal.  
    34. 
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merugikan masyarakat dianggap sebagai musuh dan sudah sepantasnya 
mereka dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. 
1. Pidana Mati 
Jenis pidana ini, merupakan pidana yang terberat, pidana yang 
paling banyak mendapat sorotan dan perbedaan pendapat/pandangan. 
Adapun pengertian pidana mati yaitu Hukuman mati ialah suatu hukuman 
atau vonis yang dijatuhkan pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat 
yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatan jahatnya. 
Terhadap penjatuhan pidana mati itu, KUHP membatasi atas 
beberapa kejahatan- kejahatan tertentu yang berat saja, seperti: 
a. Kejahatan terhadap negara (Pasal 104, Pasal 105, Pasal 111 
ayat (3), 124 ayat (3) KUHP) 
b. Pembunuhan dengan berencana (Pasal 130 ayat (3), Pasal 140 
ayat (3), Pasal 340 KUHP) 
c. Pencurian dan pemerasan yang dilakukan dalam keadaan yang 
memberatkan sebagai yang disebut dalam Pasal 363 ayat (4)  dan Pasal 
368 ayat (2) KUHP. 
d. Pembajakan di laut, di pantai, di pesisir dan di sungai yang 
dilakukan dalam keadaan seperti tersebut dalam Pasal 444 KUHP. 
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Selain di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut, 
ancaman pidana mati  ditemukan juga di dalam perundang-undangan 
pidana khusus lainnya seperti:29 
a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Terorisme. 
b. Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi 
c. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi 
d. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi 
Pidana mati ditunda jika terpidana sakit jiwa atau wanita yang 
sedang hamil, ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Pokok 
Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan pelaksanaan pidana mati 
dilakukan dengan memperhatikan kemanusiaan. 
2. Pidana Penjara 
Pidana penjara merupakan pidana terberat kedua setelah pidana 
mati. Pidana penjara merupakan pidana utama diantara pidana hilang 
kemerdekaan. Lama pidana penjara, bisa seumur hidup dan dapat selama 
waktu tertentu. Pidana selama waktu tertentu, minimum (paling pendek) 
adalah satu hari dan maksimum (paling lama) lima belas tahun. 
Maksimum lima belas tahun dapat dinaikkan menjadi dua puluh 
tahun apabila: 
                                                          
29Ibid.,hlm. 96.  
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a. Kejahatan diancam dengan pidana mati. 
b. Kejahatan diancam dengan pidana penjara seumur hidup. 
c. Terjadi perbuatan pidana karena adanya perbaarengan, 
residive atau karena yang ditentukan dalam Pasal 52 dan 52 bis KUHP. 
d. Karena keadaan khusus, seperti misalnya Pasal 347 ayat (2), 
Pasal 349 KUHP. 
Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-sekali tidak boleh 
lebih dari dua puluh tahun. Hal ini hendaknya benar-benar diperhatikan 
oleh pihak yang berwenang memutus perkara. Untuk menghindari 
kesalahan fatal ini para penegak hukum harus benar-benar 
mengindahkan/memperhatikan azas-azas dan peraturan-peraturan dasar 
yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan pidana kita, yaitu batas 
maksimum penjatuhan pidana. 
3. Pidana Kurungan  
Melihat urutannya, pidana kurungan adalah lebih ringan dari 
pidana penjara. Sifat lebih ringan ini jelas kelihatan dari pelaksanaannya. 
Terpidana kurungan ditempatkan dalam keadaan yang lebih baik. Hal ini 
dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut: 
a. Terpidana penjara dapat diangkut ke mana saja untuk 
menjalani pidananya, sedangkan bagi yang terpidana kurungan tanpa 
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persetujuannya tidak dapat diangkut  ke suatu tempat lain diluar daerah 
tempat ia tinggal pada waktu itu. (Pasal 21 KUHP). 
b. Pekerjaan terpidana kurungan lebih ringan dari pada pekerjaan 
yang diwajibkan kepada terpidana penjara. (Pasal 19 ayat (2)  KUHP. 
c. Orang yang dipidana kurungan boleh memperbaiki nasibnya 
dengan biaya sendiri (Pasal 23 KUHP, lembaga yang diatur dalam Pasal 
ini terkenal dengan nama pistole) 
Di samping itu, lebih ringannya pidana kurungan dapat juga dilihat 
dari maksimum pidananya, dmana maksimum pidana kurungan adalah 
lebih pendek yaitu 1 tahun (dan dapat menjadi 1 tahun 4 bulan), 
sedangkan pidana penjara maksimum 15 tahun (dan dalam keadaan 
tertentu dapat menjadi 20 tahun). 
Sebagaimana halnya pidana penjara, pidana kurungan juga 
mengenal minimum umum dan maksimum umum. Minimum pidana 
kurungan adalah 1 hari dan maksimum pidana kurungan adalah 1 tahun. 
4. Pidana Denda 
Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua bahkan lebih tua 
dari pidana penjara, mungkin setua dengan pidana mati. Pidana denda 
adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut 
oleh Hakim/Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh 
karana ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana. Pidana 
 41 
 
 
denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau 
kejahatan ringan. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, 
tidak ada larangan jika denda ini secara sukarela dibayar oleh orang atas 
nama terpidana. 
Selanjutnya akan di uraikan pula jenis-jenis pidana tambahan 
sebagai berikut: 
1) Pencabutan Hak-Hak Tertentu 
Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu tidak 
berarti hak-hak terpidana dapat dicabut. Pencabutan tersebut tidak meliputi 
pencabutan hak-hak kehidupan, hak-hak sipil (perdata), dan hak-hak 
ketatanegaraan. Menurut Vos, pencabutan hak-hak tertentu itu ialah suatu 
pidana di bidang kehormatan, berbeda dengan pidana hilang 
kemerdekaan, pencabutan hak-hak tertentu dalam dua hal: 
a. Tidak bersifat otomatis, tetapi harus ditetapkan dengan 
keputusan hakim; 
b. Tidak berlaku seumur hidup, tetapi menurut jangka waktu 
menurut undang-undang dengan suatu putusan hakim. 
Hakim boleh menjatuhkan pidana pencabutan hak-hak tertentu 
apabila diberi wewenang oleh undang-undang yang diancamkan pada 
rumusan tindak pidana yang bersangkutan. Tindak pidana yang diancam 
dengan pencabutan hak-hak tertentu dirumuskan dalam Pasal: 317, 318, 
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334, 347, 348, 350, 362, 363, 365, 372, 374, 375. Sifat hak-hak tertentu 
yang dicabut oleh hakim tidak untuk selama-lamanya melainkan dalam 
waktu tertentu saja, kecuali apabila terpidana dijatuhi hukuman seumur 
hidup.  
Hak-hak yang dapat dicabut telah diatur dalam Pasal 35 
KUHPidana. Sedangkan berapa lama pencabutan-pencabutan hak-hak 
tertentu itu dapat dilakukan oleh hakim telah diatur dalam Pasal 38 ayat (1) 
KUHPidana. 
2) Perampasan Barang-Barang Tertentu 
Adapun Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti 
halnya dengan pidana denda. Pidana perampasan telah dikenal sejak 
lama. Para kaisar Kerajaan Romawi menerapkan pidana perampasan ini 
sebagai politik hukum yang bermaksud mengeruk kekayaan sebanyak-
banyaknya untuk mengisi kasnya. Kemudian pidana perampasan muncul 
dalam WvS Belanda, dan berdasarkan konkordasi dikenal pula dalam 
KUHP yang tercantum dalam Pasal 39. Barang-barang yang dapat 
dirampas menurut ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHP , antara lain: 
a. Benda-benda kepunyaan terpidana yang diperoleh karena 
kejahatan, misal uang palsu; 
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b. Benda-benda kepunyaan terpidana yang telah digunakan untuk 
melakukan suatu kejahatan dengan sengaja, misal pisau yang digunakan 
terpidana untuk membunuh. 
Sebagaimana prinsip umum pidana tambahan, pidana 
perampasan barang tertentu bersifat fakultatif, tidak merupakan keharusan 
(imperatif) untuk dijatuhkan. Akan tetapi, ada juga pidana perampasan 
barang tertentu yang menjadi keharusan (imperatif), misalnya pada Pasal 
250 bis (pemalsuan mata uang), Pasal 205 (barang dagangan berbahaya), 
Pasal 275 (menyimpan bahan atau benda, seperti surat dan sertifikat 
hutang, surat dagang).  
Untuk pelaksanaan pidana perampasan barang apabila barang 
tersebut ditetapkan dirampas untuk negara, dan bukan untuk dimusnahkan 
terdapat dua kemungkinan pelaksanaan, yaitu: apakah pada saat putusan 
dibacakan: 1) barang tersebut telah terlebih dahulu diletakkan dibawah 
penyitaan, ataukah 2) atas barang tersebut tidak dilakukan sita. 
3) Pengumuman Keputusan Hakim 
Pidana tambahan berupa pengumuman keputusan hakim antara 
lain dapat diputuskan oleh hakim bagi para pelaku dari tindak pidana yang 
telah diatur di dalam Pasal 127, 204, 205, 359, 360, 372, 374, 375, 378, 
dan seterusnya, serta Pasal 396 dan seterusnya KUHP. Pada umumnya, 
putusan hakim harus diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk 
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umum (Pasal 195 KUHAP), apabila tidak maka keputusan tersebut batal 
demi hukum. Hal ini berbeda dengan pengumuman putusan hakim sebagai 
salah satu pidana. 
Pidana pengumuman putusan hakim ini merupakan suatu 
publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari pengadilan 
pidana. Jadi dalam pengumuman putusan hakim ini, hakim bebas untuk 
menentukan perihal cara pengumuman tersebut, misalnya melalui surat 
kabar, papan pengumuman, radio, televisi, dan pembebanan biayanya 
ditanggung terpidana. 
Adapun penjatuhan pidana tambahan ini mempunyai daya kerja 
yang bersifat mencegah secara khusus, mengingat bahwa penjatuhan 
pidana tambahan ini akan menyulitkan terpidana untuk kembali melakukan 
tindak pidana yang sejenis. Di sisi lain, juga membuat terpidana menjadi 
tidak dapat melakukan kembali tindak pidana yang sejenis di kemudian 
hari, karena hampir semua orang telah diperingatkan tentang kemungkinan 
terpidana akan melakukan tindak pidana yang sejenis, apabila ia diterima 
bekerja di jawatan atau perusahaan manapun atau apabila orang ingin 
berhubungan dengan terpidana setelah selesai menjalankan pidananya. 
Pidana tambahan ini juga mempunyai suatu daya kerja yang 
bersifat mencegah secara umum, karena setiap orang menjadi tahu bahwa 
alat-alat negara akan menindak secara tegas, siapapun yang melakukan 
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tindak pidana yang sama seperti yang telah dilakukan oleh terpidana, dan 
bukan tidak mungkin bahwa perbuatan mereka pun akan disiarkan secara 
luas untuk dapat dibaca oleh semua orang. 
3. Teori Pemidanaan 
Pidana dan pemidanaan ialah suatu perasaan tidak enak 
(sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang 
telah melanggar undang-undang hukum pidana. 
Teori tujuan pemidanaan dapat digolongkan dalam tiga golongan 
pokok yaitu:30 
1. Teory absolute atau teori pembalasan  
Menurut teori ini bahwa membenarkan pemidanaan karena 
seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Terhadap 
pelaku tindak pidana mutlak harus diadakan pembalasan 
berupa pidana. 
2. Teory relative atau teori tujuan 
Menurut teori ini bahwa suatu kejahatan tidak mutlak arus diikuti 
suatu pidana. Penjatuhan pidana tidak cukup hanya dengan 
suatu kejahatan melainkan harus dipikirkan manfaatnya dari 
pidana itu bagi masyarakat atau bagi si penjahat. Dasar 
pemidanaan dalam teori ini adalah mempertahankan tata tertib 
                                                          
30 S.R Sianturi, 1996, Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni 
Anhaem-  
    Perehaem, Jakarta, hlm. 96. 
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masyarakat. Oleh sebab itu tujuan pemidanaannya adalah 
mencegah atau menghindarkan (prevensi) dilakukannya atau 
pelanggaran hukum. Sifat prevensi itu sendiri terdiri dari 
prevensi umum yaitu jika seseorang mengetahui terlebih dahulu 
bahwa ia akan mendapat suatu pidana apabila ia melakukan 
kejahatan maka ia akan lebih berhati- hati. Sedangkan menurut 
prefensi khusus adalah menahan niat buruk pembuat, menahan 
pelanggar melakukan perbuatan jahat yang telah direncanakan. 
3. Teori penggabungan 
Teori penggabungan muncul dikarenakan adanya keberatan- 
keberatan terhadap teori- teori pembalasan dan teori- teori 
relatif. Menurut teori- teori ini bahwa pidana hendaknya 
berdasarkan atas tujuan pembalasan- pembalasan dan 
mempertahankan ketertiban masyarakat. 
Oleh karena itu, tidak hanya saja mempertimbangkan masa lalu 
(terdapat dalam teori pembalasan) tetapi juga harus bersamaan 
mempertimbangkan masa yang akan datang (yang dimaksud pada teori 
tujuan), dengan demikian penjatuhan suatu pidana harus memberikan rasa 
kepuasaan bagi si hakim maupun kepada penjahat itu sendiri, disamping 
kepada masyarakat. Jadi, harus ada keseimbangan antara pidana yang 
dijatuhkan dengan kejahatan yang telah dilakukan. 
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Sedangkan karakter utilitariannya terletak pada ide bahwa tujuan 
kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku 
terpidana di kemudian hari.31 
 
 
 
E .Anak 
1.Pengertian Anak 
Anak adalah manusia yang berumur dibawah 8 (delapan) 
tahun,demikian Konvensi Hak Anak (KHA) memaknai defenisi anak.Karna 
usianya masih belia (menuju kedewasaan) maka anak memiliki keterbat-
asan-keterbatasan dalam hal fisik dan psikologis.Oleh karnanya KHA me-
ngamanahkan beberapa hak anak yang harus diakui,dilindungi, dan dipe-
nuhi.Tidak seorangpun ataupun kekusaan apapun boleh melang- gar hak-
hak tersebut. 
Dalam Kamus Bahasa Indonesia (Poerwandaminta,1987:30 ) 
anak adalah: 
 a.Keturunan yang kedua, 
 b.Manusia yang masih kecil, 
                                                          
31. Lit.A.Z. Abidin, 2010.Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, Jakarta hal.42 . 
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  c.Orang yang berasal dari atau dilahirkan di (negeri atau 
daerah),untuk orang yang termasuk di suatu golongan pekerjaan (keluarga 
atau sebagainya). 
Menurut  UUD 1945,pengertian anak atau kedudukan anak  yang 
ditetapkan  dalam kebijakan  pasal 34.pasal ini mempunyai makna khusus  
terhadp pengertian anak dan status anak dalam bidang politik,kar-ma  
yang menjadi esensi dasar kedudukan anak adalah  kedua pengertian  
ini,yaitu anak adalah subjek hukum  dan dibina untuk kesejahteraan anak. 
Pengertian anak menurut UUD 1945 dan pengertian politik  melahirkan 
atau  menonjolkan hak-hak yang harus  diperoleh anak dan masyarakat,b-
angsa dan Negara.  
  Terdapat pluralism mengenai criteria anak,ini sebagai akibat  tiap-
tiap peraturan  perundang-undangan  mengatur secara  tersendiri criteria 
tentang  anak-anak (Darwan Prinst,2003:2). 
  Pasal 45 KUHP,mendefenisikan anak yang belum dewasa  
apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun.Oleh karna itu,apabila iya 
tersangkut  dalam perkara pidana hakim boleh  memerintahkan supaya  
sitersalah  itu dikembalikan kepada orang tuanya; wilayah atau 
pemeliharaanya dengan tidak dikenakan  suatu hukuman atau 
memerintahkannya supaya  diserahkan kepada pemerintah  dengan tidak 
dikenakan  suatu hukuman.ketentuan pasal 35,46,dan 47 KUHP ini sudah 
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dihapuskan  dengan lahirnya undang-undang No.3 Tahun  1997.tentang 
pengadilan anak mendefenisikan  anak adalah yang dalam perkara anak 
nakal telah berusia delapan tahun,tetapi belum mencapai 18 tahun dan 
belum pernah kawin. 
  Dari penjelasan diatas,dapat diketahui bahwa pembuat undang-
undang (DPR dan Pemerintah) memiliki politik hukum yang responsive 
terhadap perlindungan anak.anak ditempatkan pada posisi yang mulia 
sebagai amanah Tuhan yang Maha esa yang memiliki peran strategis 
dalam menjamin kelangsungan eksistensi Negara ini.melalui UU No.23 
Tahun 2002 tersebut,jaminan hak anakdilindungi,bahkan dibentuk komisi 
perlindungan anak Indonesia (KPAI) yang memiliki tanggung jawab untuk 
meningkatkan efektivitas perlindungan anak. 
 Namun untuk menentukan batas usia dalam hal defenisi 
anak,maka kita akan mendapatkan berbagai macam batasan usia anak 
mengingat beragamnya defenisi batasan usia anak dalam beberapa 
undang-undang,misalnya: 
 1.UU No1 tahun 1974 tentang perkawinan,mensyaratkan  usia perkawinan 
16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. 
 2.UU No 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan anak  mendefenisiksn anak 
berusia 21 tahun dan belum pernah kawin. 
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 3.UU No 3 Tahun 1997 Tentang pengadilan anak mendefenisikan anak  
adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah berusia delapan tahun 
,tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin. 
 4.UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa 
anak adalah seseorang yang belum  berusia 18 tahun  dan belum pernah 
kawin. 
 5.UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan  membolehkan usia 
berkerja 15 tahun. 
 6.UU No 20 Tahun 2003 tentang system pendidikan nasional 
memberlakukan Wajib belajar 9 tahun,yang dikonotasikan menjadi anak  
berusia  7 sampai 15 tahun. 
Sementara itu, mengacu pada konvensi PBB Tentang hak anak 
(convention on the Right of the Child),maka defenisi anak:”anak berarti  
setiap manusia dibawah umur  18 tahun ,kecuali menurut  undang-undang 
yang berlaku pada anak,kedewasaan dicapai lebih awal”.Untuk itu,UU 
No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan defenisi anak 
adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,termasuk 
anak yang masih dalam kandungan. 
Dalam pasal 330 KUH Perdata,”Belum dewasa adalah mereka 
yang belum mencapai umur genap dua puluhsatu tahun,dan tidak  lebih  
dulu telah kawin.apabila perkawina itu dibubarkan sebelum umur mereka 
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genap dua puluh satu tahun,maka mereka tidak kembali lagi dalam 
kedudukan belum dewasa.mereka yang belum dewasa  dan tidak berada 
dibawah kekuasaan orang tua,  
 2. Peradilan Anak Dan Perlindungan Anak  
  Secara hukum Negara Indonesia telah memberikan perlind-ungan 
kepada anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan dia-
ntaranya UU No.3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak,UU No.39 dianta-
ranya UU No.3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak Tahun 1999 tentang 
Hak Asasi Manusia dan UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. 
  Akan tetapi dalam pelaksanaannya system peradilan pidana anak 
di indo-nesia masih menghadapi berbagai persoalan.persoalan yang ada 
diantar-anya dilakukan penahanan terhadap anak,proses peradilan yang 
panjang mulai dari penyidikan,penuntutan,pengadilan,yang pada akhirnya 
menem-patkan terpidana anak berada dalam lembaga permasyarakatan 
yang me-ninggalkan trauma dan implikasi negative terhadap anak. 
  Sistem peradilan pidana terdiri dari empat komponen  yaitu 
kepolisian,kejaksaan,pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.keempat 
komponen tersebut berkerja sama dalam menegakkan keadilan.Tahapan 
dalam proses pengadilan pidana yaitu tahapprajudikasi (sebelum sidang 
peradilan) meliputi penyidikan dan penyelidikan,judikasi (selama sidang 
peradilan) meliputi pemeriksaan dan pembuktiaan tuntutan pihak jaksa dan 
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prajudikasi (setelah sidang peradilan) meliputi  pelaksanaan keputusan 
yang telah ditetapkan  dalam persidangan seperti  penempatan terpidana 
dalam lembaga pemasyarakatan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB 3 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Dalam mendapatkan data dan informasi yang akan mendukung 
bahkan menjadi sumber utama dalam penelitian ini, maka sepatutnya 
Penulis melakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di kota 
Makassar. Pengumpulan data dan informasi akan dilaksanakan di 
Pengadilan Negeri Makassar. Lokasi penelitian dipilih dengan 
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pertimbangan bahwa Pengadilan Negeri tersebut merupakan tempat 
diputus perkara Nomor: 1109/PID.B/2013/PN.MKS. Makassar yang 
merupakan objek sasaran kasus yang diangkat oleh penulis. 
Pengumpulan data dan informasi yang dilakukan Penulis juga di 
beberapa tempat seperti Perpustakaan Pusat Universitas Hasanud-din 
dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang 
tentunya menyediakan literature-literatur yang berhubungan dengan 
penelitian penulis.  
B. Jenis Dan Sumber Data 
Data yang digunakan dalam penulisan ini mencakup 2 jenis data, 
yakni: 
1. Data primer, yaitu data dan informasi yang diperoleh secara 
langsung melalui wawancara dengan para hakim yang 
memutuskan perkara tersebut. 
2. Data sekunder, yaitu data ini dikumpulkan melalui penelusuran 
terhadap bahan bacaan berupa tulisan-tulisan ilmiah, peraturan 
perundang-undangan, teori-teori para ahli dan pendapat-pendapat 
dari pakar yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas.  
C.Teknik Pengumpulan Data 
Cara yang ditempuh untuk mengumpulkan data disesuaikan 
dengan jenis data yang diperlukan, antara lain : 
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1. Studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mengumpulkan 
data melalui literatur, buku- buku yang berhubungan dengan 
masalah yang sedang diteliti. 
2. Studi lapangan (field research) yaitu dengan melakukan 
kunjungan ke lokasi yang sedang diteliti di Pengadilan Negeri 
Makassar, melakukan wawancara langsung terhadap pihak yang 
berkompeten diantaranya para hakim yang memutus perkara 
tersebut. 
D. Analisis Data 
Data yang diperoleh Penulis kelak akan dituangkan dengan 
menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan metode 
tersebut dimaksudkan agar Penulis dapat menggambarkan keseluruhan 
data yang telah diperoleh dan menguraikan secara keseluruhan hasil 
studi literatur. Dari studi literatur tersebut di hubungkan dengan rumusan 
peraturan perundang-undangan yang ada, maka dianalisis dan guna 
menjawab permasalahan yang diteliti oleh Penulis. 
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BAB 4 
PEMBAHASAN 
A. Penerapan Hukum Materil Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana 
Penyalahgunaan Narkotika Dalam Putusan Nomor 1109/ Pid.B/ 2013/ 
PN. MKS 
Sebelum penulis menguraikan bagaimana penerapan hukum 
pidana dalam kasus putusan Putusan Nomor  1109/Pid.B/2013/PN.MKS, 
menurut penulis perlu diketahui terlebih dahulu bagaimana posisi kasus 
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dan penjatuhan putusan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri 
Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini. 
1. Posisi Kasus 
SYARIF HIDAYAT Pada hari selasa tanggal 04 juni 2013  sekitar 
Jam 01:30 Wita dijalan Bulu Dua Lr.02.No.10 Kota Makassar, bersama 
dengan temannya Azwar, Michael Darmawongso, dan Jusnawati Alias 
Jusna, sedang bercerita-cerita dirumah SYARIF HIDAYAT yang sedang 
menggunakan shabu di dalam rumah klien yang sebelumnya diperoleh dari 
LK Hengki dengan cara membeli. Selanjutnya setelah klien berhasil 
membeli, klien mengadakan pesta shabu- shabu di dalam rumah klien. 
Setelah itu klien kemudian menjualnya ke teman- teman klien. Atas 
informasi dari masyarakat ke pihak petugas akhirnya tiba-tiba datang 
anggota kepolisian  dan langsung meggeledah lemari pakean milik klien 
yang berada diruang tamu rumah terdakwa dimana pada saat 
penggeledahan tersebut anggota Kepolisian menemukan  3 (tiga) bungkus 
plastic yang berisikan Kristal bening yang diduga sabu-sabu dengan berat 
12,7860 gram, Satu bungkus plastic yang berisikan  butiran kristal  yang 
diduga sabu-sabu dengan berat 0,0208 gram, 5 (lima) butir tablet warna 
pink, 1 (satu)  buah timbangan  digital, 1 (satu)  sendok sabu, 1 (satu) 
korek api, 1 (satu) buah gunting, 3 (tiga) batang pipet plastic warna putih, 1 
(satu) buah tutup botol air mineral bersama dengan 1 (satu) batang pipet 
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plastic warna putih, Dimana pada saat itu klien mengakui bahwa barang-
barang yang ditemukan  oleh anggota Kepolisian  tersebut adalah  
miliknya. Setelah itu klien bersama dengan   barang- barang  yang 
ditemukan dilemari  pakaiaan terdakwa diamankan oleh anggota 
kepolisiaan. 
Bahwa 3 (tiga) bungkus plastic yang berisikan Kristal bening yang 
diduga sabu-sabu  dengan berat 12,7860 gram, 1 (satu) bungkus plastic 
yang berisikan  butiran Kristal yang diduga sabu-sabu  dengan berat 
0,0208 gram, 5 (lima)  butir tablet warna pink dibeli oleh terdakwa  dari 
Lk.HENGKI  (DPO) dengan harga Rp. 20.160.000,- (dua) puluh juta 
seratus enam puluh ribu rupiah) yang kemudian oleh terdakwa hendak 
dijual  kembali kepada orang lain dimana terdakwa mendapat keuntungan  
antara Rp. 50.000,-Pergramnya. Selain itu, bahwa klien tidak memiliki 
surat izin dari instansi yang berwewenang dalam hal menjual, membeli, 
menerima, menjadi perantara dalam jual beli,menukar,atau menyerahkan 
Narkotika Golongan 1. 
2. Dakwaan Penuntut Umum 
Dalam dakwaannya, penuntut umum mendakwa terdakwa dengan 
dakwaan susidair.  Dakwaan penuntut umum tersebut adalah: 
- Pertama 
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Bahwa perbuatan terdawa SYARIF HIDAYAT sebagaimana diatur 
dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 
2009 tentang Narkotika 
- Kedua 
Bahwa perbuatan terdawa SYARIF HIDAYAT sebagaimana diatur 
dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 (2)  UU RI 
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 
- Ketiga 
Bahwa perbuatan terdawa SYARIF HIDAYAT sebagaimana diatur 
dan diancam pidana Pasal 112 (2)  UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika 
 
- Ke empat 
Bahwa perbuatan terdawa SYARIF HIDAYAT sebagaimana diatur 
dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) sub a UU RI Nomor 35 Tahun 
2009 tentang Narkotika. 
3. Tuntutan Penuntut Umum 
Adapun tuntutan penuntut umum: 
 59 
 
 
1)..Supaya Hakim Pegadilan Negri Makassar yang memeriksa dan 
mengadili perkara ini memutuskan : 
Menyatakan terdakwa SYARIF HIDAYAT bersalah melakukan 
tindak pidana  “tanpa hak atau melawan hokum menawarkan untuk  
dijual,menjual,membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual 
beli,menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 yang beratnya 
melebihi  5 (lima)  gram” Sebagaimana diatur dan diancam  pidana 
dalam pasal 114 ayat (2) undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika dalam dakwaan kesatu. 
2).Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYARIF HIDAYAT 
dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun , dikurangi selama terdakwa 
berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah  
terdakwa ditahan dirutan,dan pidana denda sebesar Rp. 500.000,000,- 
(lima rarus jutah rupiah) dengan ketentuan apabila  terdakwa tidak 
membayarnya maka diganti  dengan pidana penjara salam 2 (dua) bulan. 
3). Menetapakan barang bukti  berupa : 
3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu  dengan berat  12,7860 
gram,5 (lima biji ekstasi, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) sendok sabu 
korek  api, 1 (satu) gunting, 3 (tiga)  batang pipet  plastic warna putih, 1 
(satu) bungkus plastic  sisa sabu,1 (satu) tutup botol air mineral bersama 
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dengan 1 (satu) batang pipet plastic warna putih,dirampas dan 
dimusnahkan. 
4). Menetapkan agar terdakwa,membayar biaya perkara sebesar 
Rp.20.000,-(dua ribu rupiah),San ditetapkan  tuntutan tersebut  pada 
selasa tanggal 30 juli 2013. 
4. Analisis Hukum 
Berbicara mengenai hukum pidana, tentu tidak akan lepas dari 
dua aspek pembagian dalam hukum pidana itu sendiri, yakni hukum 
pidana materil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materil merupakan 
isi atau subtansi dari hukum pidana itu sendiri, disini hukum pidana 
bermakna abstrak atau dalam keadaan diam. Sedangkan hukum pidana 
formil bersifat nyata atau konkret, disini hukum pidana dalam keadaan 
bergerak atau dijalankan atau berada dalam suatu proses. 
Sebelum membahas bagaimana penerapan hukum pidana dalam  
kasus yang penulis telili, maka terlebih dahulu diuraikan apa sebenarnya 
yang dimaksud dengan hukum pidana materil. Terkait dengan hal itu, 
Simons32 menyatakan bahwa:  
“Hukum pidana materil mengadung petunjuk-petunjuk dan uraian-
urian delik, peraturan-peraturan tentang syarat-syarat hal dapat 
dipidananya seseorang (strafbaarfeit), penunjukan orang yang 
dapat dipidana dan ketentuan tentang pidananya, ia menetapkan 
siapa dan bagaiamana orang itu dapat dipidana”. 
                                                          
32Andi Hamzah, 2008, Op.Cit., hlm.3. 
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Selain itu, penjelasan mengenai hukum pidana materil juga dapat 
dijumpai dalam definisi hukum pidana yang dikemukakan oleh Moeljatno33, 
yang menyatakan bahwa :  
“Hukum pidana adalah sebagian dari keseluruhan hukum yang 
berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan 
aturan-aturan untuk (1) menentukan perbuatan-perbuatan mana 
yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai 
ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang 
siapa yang melanggar larangan tersebut. (2) menentukan kapan 
dana dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar 
larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana 
sebagiamana yang diancamkan”. 
Dari dua pendapat ahli di atas, baik simons maupan moeljatno 
berpandangan bahwa orang yang dapat dipidana adalah orang yang 
dalam keadaan tertentu telah melakukan suatu perbuatan, yang mana 
perbuatan tersebut telah diatur oleh ketentuan peraturan perundang-
undangan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.  
Berhubungan dengan itu, untuk mencapai kebenaran materiil yaitu 
kebenaran yang selengkap-lengkapnya pada Putusan Perkara Nomor: 
1109/Pid.B/2013/PN.Mks, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, 
telah meneliti secara cermat dan seksama semua perbuatan, kejadian 
atau keadaan-keadaan yang berlangsung selama persidangan dimana 
fakta-fakta yang digali dari alat-alat bukti yang berupa saksi-saksi, 
keterangan terdakwa dan barang bukti, ternyata bersesuaian satu sama 
lainnya sehingga memperoleh keyakinan bahwa benar perbuatanya 
                                                          
33Ibid, hlm.4-5. 
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terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 
tindak pidana: menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam 
jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 yang beratnya 
melebihi 5 gram. 
Apabila dikaitkan dengan putusan Majelis Hakim dalam perkara 
nomor 1109/Pid.B/2013/PN.Mks, yang memilih dakwaan pertama Pasal 
114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah 
dibahas di atas maka unsur-unsur tindak pidana yang harus terpenuhi 
agar perbuatan itu dapat dihukum adalah sebagai berikut: 
1. Unsur “Setiap Orang” 
Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah setiap 
orang tanpa kecuali yang merupakan subjek hukum serta dapat 
dipertanggungjawabkan semua perbuatannya, yang dimaksud 
barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa SYARIF HIDAYAT 
yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan dan telah 
pula dibenarkan oleh Terdakwa serta diperkuat oleh keterangan 
saksi-saksi, bahwa dalam kenyataannya Terdakwa dalam keadaan 
sehat jasmani dan rohani sehingga setiap perbuatannya dapat 
dipertanggungjawabkan. 
Dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah dapat dibuktikan. 
2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” 
 63 
 
 
Dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), wederrechtelitjk dibedakan 
menjadi 2 (dua), yaitu melawan hokum dalam arti formil dan 
melawan hokum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana yang 
dikutip oleh Laden Marpao, dalam “Asas - Teori Praktik Hukum 
Pidana”, penerbit Sinar Grafika, Jakarta, cetakan ke-5 tahun 2008 
pada halaman 44-45, menjelaskan : “Menurut wederrechtelitjk dalam 
arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat 
wederrechtelitjk apabila perbuatan tersebut menemuhi semua unsure 
yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. 
Senada dengan pendapat Lamintang diatas, Prof. Satochit 
Kartanegara pada halaman 45 menegaskan : “Wederrechtelitjk formil 
bersandar pada undang-undang, sedangkan wederrechtelitjk materil 
bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang 
terdapat dalam lapangan hokum atau apa yang dinamakan 
Algemene Legenser”. 
Lebih lanjut pada halaman 46, Van Bemmel menguraikan 
tentang “melawan hukum” antara lain: “1) bertentangan dengan 
ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang 
lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan 
oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) 
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bertentangan dengan hak orang lain; 5)bertentangan dengan hokum 
objektif”. 
Berkaitan dengan itu, dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran 
atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau 
persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas 
rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 
8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU 
No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika). 
“Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari 
“melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum 
tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum 
umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan 
“tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang 
Narkotoka adalah tanpa izizn dan atau persetujuan dari pihak yang 
berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan 
Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang 
berdasarkan Undang-Undang No,35 tahun 2009 tentang Narkotika 
dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. 
Berdasarkan 2 (dua) simpulan diatas maka kata “atau” yang 
terletak diantara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat 
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alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri 
(bestand deel), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka 
unsur ke-2 (dua) terpenuhi pula. 
Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi diperkuat dengan 
keterangan Terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta hokum sebagai 
berikut : 
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2013 sekitar jam 01.30 
WITA bertempat dirumah Terdakwa dijalan Bulu Dua Lr.02 No. 10 
Kota Makassar bermula Terdakwa bersama dengan saksi AZWAR, 
saksi MICHAELDARMAWONGSO, dan saksi JUSNAWATI alias 
JUSNA sedang bercerita-cerita dirumah Terdakwa tiba-tiba dating 
anggota kepolisian dan langsung menggeledah terdakwa serta 
saksi AZWAR, saksi MICHAEL DARMAWONGSO, dan saksi 
JUNAWATI alias JUSNA namun pada saat penggeledahan 
tersebut anggota kepolisian tidak menemukan Narkotika, kemudian 
anggota kepolisian kembali memeriksa lemari pakaian milik 
terdakwa yang berada diruang tamu, dimana pada saat 
penggeledahan tersebut anggota kepolisian menemukan 3 (tiga) 
bungkus plastic yang berisikan kristal bening yang diduga shabu-
shabu dengan berat 12,7860 gram, 1 (satu) bungkus plastic yang 
berisikan butiran Kristal yang diduga shabu-shabu dengan berat 
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0,0208 gram, 5 (lima) butir tablet warna pink, 1 (satu) buah 
timbangan digital, 1 (satu) sendok shabu, 1 (satu) korek api, 1 
(satu) buah gunting, 3 (tiga) batang-batang pipet plastik warna 
putih, 1 (satu) buah tutup botol air mineral bersama dengan 1 (satu) 
batang pipet plastik warna putih yang mana butiran Kristal shabu-
shabu dan tablet warna pink yang ditemukan oleh anggota 
kepolisian tersebut adalah milik Lk. HENGKY yang dititip kepada 
Terdakwa untuk dijual oleh Terdakwa. 
- Bahwa 3 (tiga) bungkus plastic yang berisiskan Kristal bening 
shabu-shabu dengan berat 12,7860 gram, 1 (satu) bungkus plastic 
yang berisikan butiran Kristal dengan berat 0,0208 gram, 5 (lima) 
butir tablet warna pink adalah milik Lk. HENGKY (dpo) yang 
dititpkan kepada Terdakwa untuk dijual dimana barang-barang 
tersebut dijual oleh terdakwa dengan cara jika ada pembeli yang 
mau membeli terdakwa dihubungi oleh Lk. HENGKY lewat telepon 
kemudian terdakwa diminta untuk mengantarkan shabu-shabu 
kepada pembeli yang memesan kepada Lk. HENGKY dimana 
Terdakwa setiap kali mengantarkan shabu-shabu kepada pembeli 
Terdakwa memperoleh imbalan yang berkisar Rp. 50.000,- s/d Rp. 
100.000,- dari Lk.HENGKY. 
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- Bahwa Terdakwa tidak dapat memperlihatkan Surat izin tertulis 
baik yang dikeluarkan oleh Menteri atas rekomendasi dari Badan 
Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang 
untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, 
menjadi perantaradalam jual beli, menukar atau menyerahkan 
narkotika golongan I. 
Berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur Tanpa Hak atau 
melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan. 
3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, 
menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan” 
Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa 
dan dengan adanya barang bukti, serta alat bukti, serta alat bukti 
surat yang kami ajukan dalam perkara ini sebagaimana diatas, maka 
diperoleh fakta hukum sebagai berikut : 
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2013 sekitar jam 01.30 
WITA bertempat dirumah Terdakwa dijalan Bulu Dua Lr.02 No. 10 
Kota Makassar bermula Terdakwa bersama dengan saksi AZWAR, 
saksi MICHAELDARMAWONGSO, dan saksi JUSNAWATI alias 
JUSNA sedang bercerita-cerita dirumah Terdakwa tiba-tiba dating 
anggota kepolisian dan langsung menggeledah terdakwa serta 
saksi AZWAR, saksi MICHAEL DARMAWONGSO, dan saksi 
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JUNAWATI alias JUSNA namun pada saat penggeledahan 
tersebut anggota kepolisian tidak menemukan Narkotika, kemudian 
anggota kepolisian kembali memeriksa lemari pakaian milik 
terdakwa yang berada diruang tamu, dimana pada saat 
penggeledahan tersebut anggota kepolisian menemukan 3 (tiga) 
bungkus plastic yang berisikan kristal bening yang diduga shabu-
shabu dengan berat 12,7860 gram, 1 (satu) bungkus plastic yang 
berisikan butiran Kristal yang diduga shabu-shabu dengan berat 
0,0208 gram, 5 (lima) butir tablet warna pink, 1 (satu) buah 
timbangan digital, 1 (satu) sendok shabu, 1 (satu) korek api, 1 
(satu) buah gunting, 3 (tiga) batang-batang pipet plastik warna 
putih, 1 (satu) buah tutup botol air mineral bersama dengan 1 (satu) 
batang pipet plastik warna putih yang mana butiran Kristal shabu-
shabu dan tablet warna pink yang ditemukan oleh anggota 
kepolisian tersebut adalah milik Lk. HENGKY yang dititip kepada 
Terdakwa untuk dijual oleh Terdakwa. 
- Bahwa 3 (tiga) bungkus plastic yang berisiskan Kristal bening 
shabu-shabu dengan berat 12,7860 gram, 1 (satu) bungkus plastic 
yang berisikan butiran Kristal dengan berat 0,0208 gram, 5 (lima) 
butir tablet warna pink adalah milik Lk. HENGKY (dpo) yang 
dititpkan kepada Terdakwa untuk dijual dimana barang-barang 
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tersebut dijual oleh terdakwa dengan cara jika ada pembeli yang 
mau membeli terdakwa dihubungi oleh Lk. HENGKY lewat telepon 
kemudian terdakwa diminta untuk mengantarkan shabu-shabu 
kepada pembeli yang memesan kepada Lk. HENGKY dimana 
Terdakwa setiap kali mengantarkan shabu-shabu kepada pembeli 
Terdakwa memperoleh imbalan yang berkisar Rp. 50.000,- s/d Rp. 
100.000,- dari Lk.HENGKY. 
Berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur Menawarkan 
untuk dijual, menjual, membeli, , menerima, menjadi perantara dalam 
jual beli, menukar atau menyerahkan telah telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan. 
4. Unsur Narkotika Golongan I melebihi 5 (lima) gram 
Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan labolatoris 
kriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang 
Makasaasr Nomor Lab : 893/NNF/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013 yang 
dibuat dan ditanggatangani oleh : 
1. Dra. SUGIHARTI. 
2. USMAN, S.Si. 
3. HASUNA MULYANI, Amd. 
Dimana dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa Barang bukti 
berupa 3 (tiga) sachet plastik bening ukuran sedang berisikan Kristal 
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bening dengan berat seluruhnya 12,7860 gram dan 1 (satu) sachet 
plastik bening ukuran kecil berisikan Kristal bening dengan berat 
netto 0,0208 gram milik SYARIF HIDAYAT benar mengandung 
Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 lampiran 
UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotoka. 
 Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur Narkotika 
Golongan I telah terbukti secara sah dan meyakinkan. 
4. Analisa Fakta Persidangan 
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari 
Selasa, tanggal 4 Juni 2013 sekitar jam 01.30 eita betempat dijalan Bulu 
Dua Lr.2 No. 10 Makassar 
- Bahwa benar pada saat pengakapan tersebut terdakwa bersama 
dengan MICHAEL, AZWAR, JUSNAWATI 
- Bahwa benar shabu- shabu dan ekstasi ditemukan di rumah SYARIF 
HIDAYAT 
-  Bahwa terdakwa telah berulang kali menggunakan shabu- shabu 
- Bahwa benar cara terdakwa mengomsumsi shabu- shabu dengan cara 
tedakwa terlebih dahulu menyiapkan botol air mineral serta dua pipet 
plastic kemudian kedua pipet tersebut dihubungkan kedalam pirek lalu 
butiran Kristal shabu- shabu dimasukkan ke dalam pireks lalu dibakar 
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dengan menggunakan korek api gas, setelah mengeluarkan asap lalu 
asap tersebut dihisap. 
- Bahwa benar shabu- shabu dan ekstasi yang ditemukan oleh Anggota 
Kepolisian Terdakwa peroleh dari Lk. Hengki 
- Bahwa benar setiap terdakwa mengantar shabu- shabu dan ekstasi 
kepada pemesan, Terdakwa diberi imbalan oleh Lk. Hengki berkisar 
Rp.50.000 s/d Rp.100.000 persekali antar 
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada hubungan apa- apa dengan Lk. 
Hrngki dimana jika Terdakwa hendak membeli shabu- shabu Terdakwa 
menghubungi Lk. Hengki dan terdakwa tidak mengetahui tempat 
tinnggal Lk. Hengki 
B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Bagi Anak Sebagai 
Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika  Dalam Putusan 
Nomor 1109/Pid.B/2013/PN.MKS. 
1. Pertimbangan hukum majelis hakim: 
Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pada perkara 
tindak pidana penyalahgunaan narkotika  dalam putusan nomor 
1109/pid.b/2013/PN. MKS didasarkan atas beberapa pertimbangan. Hakim 
dalam hal memeriksa dan menjatuhkan putusan berpedoman pada surat 
dakwaan. Setelah hakim membaca isi surat dakwaan tersebut, hakim 
belum bisa memastikan terbukti tidaknya terdakwa melakukan tindak 
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pidana sehingga majelis hakim belum bisa menjatuhkan putusan. Oleh 
karena itu, untuk mendapatkan keyakinan sekaligus memutus perkara ini, 
majelis hakim memperhatikan alat bukti dan pertimbangan yuridis dalam 
perkara ini. Adapun alat bukti yang didapatkan dalam perkara ini, yaitu: 
Keterangan saksi –saksi : 
Fakta- fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan 
secara berturut- turut berupa keterangan saksi- saksi, surat, keterangan 
terdakwa, dan petunjuk serta barang bukti sebagai berikut: 
1).Saksi SUDARMIN Anggota  Polri didepan persidangan 
,keterangannya diberikan  sumpah yang pada pokoknya    
menjelaskan sebagai berikut: 
- Bahwa benar bersama dengan teman lainnya yang melakukan 
penangkapan  terhadap SYARIF HIDAYAT  pada hari selasa tanggal 4 juni 
2013 sekitar jam 10:30 wita bertempat didalam rumah SYARIF HIDAYAT 
dijalan Bulu Dua Lr. 2 No. 10 Kota Makassar karna ditemukan menyimpan 
jenis sabu-sabu dan ekstasi. 
- Bahwa benar saksi mendapat narkotika dirumah SYARIF HIDAYAT  
tepatnya didalam ruang tamu dalam lemari pakean. 
- Bahwa benar pada saat penangkapan terhadap SYARIF HIDAYAT 
saat itu SYARIF HIDAYAT  bersama dengan JUSWATI  alias JUSNA, Lk 
AZWAR  dan Lk MICHAEL DARMAWONGSO. 
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- Bahwa benar peristiwa tersebut bermula saksi mendapatkan informasi 
dari masyarakat  yang menyampaikan bahwa  dijalan Bulu Dua Lr. 2. No. 
10 telah terjadi penyalahgunaan narkotika kemudian atas informasi  
tersebut kemudian saksi menuju kelokasi tersebut. 
- Bahwa benar menurut penyampaian dari SYARIF HIDAYAT bahwa  
narkotika itu diperoleh dari Lk.HENGKI. 
- Bahwa benar pada saat penangkapan  SYARIF HIDAYAT  
memgatakan kepada saksi bahwa sebelum penangkapan  SYARIF 
HIDAYAT  pernah menggunakan shabu-shabu  bersama dengan 
MICHAEL DARMAWONGSO. 
- Bahwa benar pada saat  itu MICHAEL DARMAWONGSO  
menyampaikan kepada  saksi bahwa sebelum penangkapan  tersebut 
MICHAEL DARMAWONGSO menggunakan shabu-shabu  bersama 
dengan SYARIF HIDAYAT. 
2). Saksi MUH YUSUF anggota Polri,didepan persidangan 
keterangannya diberikan dibawah sumpah yang pada pokoknya 
menjelaskan sebagai berikut: 
- Bahwa benar saksi bersama dengan teman lainnya yang melakukan 
penangkapan terhadap  SYARIF HIDAYAT  pada hari selasa  tanggal 4 
juni 2013 sekitar jam 10:30 wita bertempat dirumah SYARIF HIDAYAT 
dijajan Bulu Dua Lr. 2 No. 10 Kota Makassar. 
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- Bahwa benar saksi mendapati shabu-shabu dan ekstasi dirumah 
SYARIF HIDAYAT  tepatnya didalam ruang tamu dalam lemari pakean. 
- Bahwa benar pada saat penangkapan terhadap SYARIF HIDAYAT 
saat itu SYARIF HIDAYAT  bersama dengan JUSNAWATI  alias JUSNA, 
Lk AZWAR  dan Lk MICHAEL DARMAWONGSO. 
- Bahwa benar pada saat penangkapan terhadap SYARIF HIDAYAT  
saat itu saksi bersama  dengan  SUDARMIN dan AHMAD TAMRIN. 
- Bahwa benar peristiwa tersebut bermula saksi mendapatkan 
informasi dari masyarakat  yang menyampaikan bahwa dijalan Bulu Dua 
Lr.2 No.10 telah terjadi penyalahgunaan narkotika kemudian atas informasi 
tersebut kemudian saksi berteman menuju kelokasi tersebut. 
- Bahwa benar penyampaian dari SYARIF HIDAYAT bahwa shabu-
shabu dan ekstasi diperoleh dari Lk.HENGKI. 
- Bahwa benar pada saat penangkapan SYARIF HIDAYAT 
mengatakan kepada saksi bahwa sebelum penangkapan SYARIF 
HIDAYAT pernah menggunakan shabu-shabu  bersama denga  MICHAEL 
DARMAWONGSO  yang mana digunakan pada hari Senin tanggal 3 juni 
2013 sekitar jam 15:00 wita bertempat dirumah SYARIF HIDAYAT. 
- Bahwa benar pada saat itu MICHAEL DARMAWONGSO 
menyampaikan kepada saksi bahwa sebelum penangkapan tersebut 
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MICHAEL DARMAWONGSO  menggunakan shabu-shabu dengan 
SYARIF HIDAYAT. 
3). Saksi JUSNAWATI alias JUSNA didepan persidangan 
keterangannya diberikan dibawah sumpah yang pada pokoknya 
menjelaskan sebagai berikut: 
- Bahwa benar SYARIF HIDAYAT ditangkap oleh pihak kepolisian  
pada hari selasa  tanggal 4 juni 2013 sekitar jam 01:30 wita bertempat 
didalam rumah SYARIF HIDAYAT dijalan Bulu Dua Lr.2 No.10 Kota 
Makassar karna ditemukan menyimpan narkotika. 
- Bahwa benar SYARIF HIDAYAT adalah pacar saksi. 
- Bahwa benar pada saat penangkapan tersebut saksi berada dirumah 
SYARIF HIDAYAT dan pada saat itu selain saksi dan SYARIF HIDAYAT 
ada juga AZWAR dan MICHAEL. 
- Bahwa peristiwa tersebut bermula anggota kepolisian masuk 
kedalam rumah SYARIF HIDAYAT memeriksa saksi berempat, namun 
tidak menemukan barang narkotika, setelah itu anggota kepolisian  
memeriksa lemari pakaian yang berada diruang tamu  dan dari dalam 
lemari tersebut anggota kepolisian menemukan  barang narkotika serta 
alat-alatnya yang tersimpan pada satu tempat setelah itu anggota 
kepolisian memperlihatkan kepada saksi berempat  dan pada saat itu 
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SYARIF HIDAYAT membenarkan kalau barang tersebut adalah barang 
miliknya. 
- Bahwa saksi tidak melihat MICHAEL  dan SYARIF HIDAYAT 
menggunakan shabu-shabu  dan ekstasi  karena pada saat itu iya sedang 
tidur. 
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui darimana SYARIF HIDAYAT 
memperoleh barang tersebut. 
- Bahwa benar pada saat itu sanksi tiba dirumah Lk. SYARIF sekitar 
jam 22.00 WITA dimana saat itu saksi melihat SYARIF HIDAYAT, 
MICHAEL, dan AZWAR. 
- Bahwa benar tujuan saksi dating kerumah SYARIF HIDAYAT untuk 
mengambil barang saksi yang ketinggalan berupa HP, dimana saksi 
pernah kerumah SYARIF HIDAYAT sekitar tiga hari yang lalu sebelum 
SYARIF HIDAYAT ditangkap oleh anggota Kepolisian. 
- Bahwa benar saksi berpacaran dengan SYARIF HIDAYAT sekitar 
sebulan yang lalu dan selama sanksi berpacaran dengan SYARIF 
HIDAYAT hanya AZWAR yang biasa saksi lihat mengintip dirumah 
SYARIF HIDAYAT sedangkan MICHAEL baru saksi melihatnya. 
 Surat 
Alat bukti surat yang diajukan dalam perkara ini adalah Berita 
Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium 
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Forensik Polri Cabang Makassar Nomor Lab: 893/NNF/VI/2013 tanggal 10 
Juni 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh: 
1) Dra. SUGIHARTI 
2) USMAN, S.Si 
3) HASUNA MULYANI, Amd 
Dimana dari hasil pemeriksaan disimpulkan: 
1. Barang bukti Kristal bening ( 3 sachet plastic sedang, kristal bening ( satu 
sachet plastic kecil), penutup botol, 1 (satu) pipet plastic warna putih dan 
sendok dari pipet plastic milik SYARIF HIDAYAT berteman sera urine milik 
SYARIF HIDAYAT, urine milik MICHAEL DARMAWONGSO adalah benar 
mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 No.urut 61 
lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 
2. Barang bukti tablet warna pink milik SYARIF HIDAYAT berteman tersebut 
mengandung bahan aktif Metamfetamina, Ketamina, dan Caffeina. 
Keterangan Terdakwa, didepan persidangan pada pokoknya 
menerangkan sebagai berikut : 
- Bahwa benar Terdakwa diperiksa berhubungan dengan kepemilikan 
Narkotika. 
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- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari 
Selasa pada tanggal 4 Juni 2013 sekitar jam 01.00 WITA bertempat dijalan 
Bulu Dua Lr. 2 No. 10 Makasaar. 
- Bahwa benar pada saat penangkapan tersebut Terdakwa bersama 
dengan MICHAEL, AZWAR, dan JUSNAWATI. 
- Bahwa benar Terdakwa telah berulang kali menggunakan Shabu-
shabu. 
- Bahwa benar cara Terdakwa mengonsumsi shabu-shabu dengan 
cara Terdakwa terlebih dahulu menyiapkan botol air mineral serta dua 
pipet plastik kemudian kedua pipet tersebut dihubingkan kedalam botol air 
mineral yang berisikan air dan pipet yang satunya dihubungkan kedalam 
pirek lalu butiran Kristal shabu-shabu dimasukkan kedalam pirek lalu 
dibakar dengan menggunakan korek api gas, setelah mengeluarkan asap 
lalu asap tersebut dihisap. 
- Bahwa benar shabu-shabu dan ekstasi yang ditemukan oleh anggota 
Kepolisian Terdakwa peroleh dari Lk. Hengky. 
- Bahwa benar setiap Terdakwa mengantar shabu-shabu kepada 
pemesan, Terdakwa diberi imbalan oleh Lk. Hengky berkisar Rp. 50.000 
s/d Rp. 100.000 per sekali antar. 
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- Bahwa benar dengan cara apabila ada pelanggaran yang hendak 
membeli. Terdakwa dihubungi oleh Lk. Hengky setelah itu Terdakwa 
menyerahkan shabu-ahabu tersebut kepada pembeli. 
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada hubungan apa-apa dengan Lk. 
Hengky dimana jika Terdakwa hendak membeli shabu-shabu Terdakwa 
menghubungi Lk. Hengky dan Terdakwa tidak mengetahui tempat tinggal 
Lk. Hengki. 
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan berupa 3 (tiga) 
bungkus Narkotika jenis sabu-sabu  dengan berat  12,7860 gram,5 (lima 
biji ekstasi, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) sendok sabu korek  api, 1 
(satu) gunting, 3 (tiga)  batang pipet  plastic warna putih, 1 (satu) bungkus 
plastic  sisa sabu,1 (satu) tutup botol air mineral bersama dengan 1 (satu) 
batang pipet plastic warna putih adalah benar barang bukti tersebut milik 
terdakwa yang ditemukan anggota Kepolisian di dalam lemari terdakwa 
pada saat anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap 
terdakwa. 
 Petunjuk  
Berdasarkan ketentuan Pasal 188 ayat 1 dan 2 KUHAP 
dinyatakan petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang 
karena penyesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lainnya 
maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi 
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tindak pidana dan siapa pelakunya, petunjuk tersebut hanya dapat 
diperoleh dari keterangan saksi- saksi, justru mempertegas bahwa 
terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana tersebut di atas. 
Barang Bukti 
Barang Bukti yang diajukan di depan persidangan berupa: 
2. 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu  dengan berat  12,7860 
gram,5 (lima biji ekstasi, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) sendok sabu 
korek  api, 1 (satu) gunting, 3 (tiga)  batang pipet  plastic warna putih, 1 
(satu) bungkus plastic  sisa sabu,1 (satu) tutup botol air mineral bersama 
dengan 1 (satu) batang pipet plastic warna putih. 
Rumusan tersebut di atas apabila dihubungkan dengan putusan 
Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1109/Pid.B/2013/PN.MK., yang 
dijadikan pertimbangan yuridis oleh hakim adalah semua fakta yang 
terungkap dipersidangan. Fakta yang dimaksud adalah dalam bentuk alat-
alat bukti seperti yang dikehendaki secara limitatif oleh Pasal 184 KUHAP. 
Dalam persidangan alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum 
adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti. 
- Menimbang bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi- saksi 
tersebut. 
- Menimbang bahwa keterangan saksi- saksi dan keterangan terdakwa 
telah saling bersesuaian dan didukung pula dengan barang bukti yang 
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ada sehingga melahirkan kesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana 
menguasai atau menyediakan narkotika. 
- Menimbang bahwa dakwaan telah terbukti sebagaimana dalam Surat 
Dakwaan tertanggal 08 Juli 2013 No. PDM- 401/ MKS/EP/07/2013, 
yang unsur- unsur deliknya telah terpenuhi. 
- Menimbang bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana 
didakwakan kepadanya maka maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana 
dengan perbuatannya tersebut. 
- Menimbang bahwa sepanjang pemeriksaan perkara  ini Majelis tidak 
menemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat 
menghapuskan sifat melawan hokum perbuatan terdakwa. 
- Menimbang bahwa oleh karena terdakwa berada di dalam tahanan, 
maka masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan 
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 
- Menimbang, bahwa karena terbukti bersalah maka terdakwa akan 
dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dengan 
memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai 
berikut: 
Hal- hal yang memberatkan: 
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1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam 
pemberantasan narkotika. 
2. Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda lainnya. 
 
Hal- hal yang meringankan: 
1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan 
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya 
3. Usia terdakwa masih muda 
- Menimbang, bahwa karena terbukti bersalah maka terdakwa harus 
dibebani pula membayar biaya perkara. 
2. Putusan Majelis Hakim 
1) Menyatakan terdakwa SYARIF HIDAYAT telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan  bersalah melakukan tindak pidana 
“menjual,membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual 
beli,menukar atau menyerahkan Narkotika golongan 1 yang beratnya 
melebihi 5 (lima) gram)”. 
2) Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 
2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda 
Rp.500.000,000,- (lima ratus juta rupiah) ,dengan ketentuan apabila 
Terdakwa tidak membayarnya maka diganti dengan pidana penjara 
selama 2 (dua) bulan. 
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3) Menetapkan,bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 
4) Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan. 
5) Memerintahkan agar barang bukti berupa: 3  (tiga) bungkus narkotika 
jenis sabu-sabu  dengan berat 12,8760 gram,5 (lima) biji ekstasi,1 
(satu) timbangan digital,1 (satu) sendok sabu,1 (satu) korek api, 1 
(satu) gunting,3 (tiga) batang pipet plastic warnah putih,1 (satu) 
bungkus lastik sisa sabu, 1 (satu) tutup botol air mineral bersama 
dengan 1 (satu) barang pipet plastic warnah putih.Dirampas untuk 
dimusnahkan. 
6) Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp.2.000,- (dua 
ribu rupiah). 
3. Analisis Hukum 
Pasal 114 UU Nomor 35 Tahun 2009: 
1). Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum 
menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara 
dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1, 
dipidana dengan opidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling 
singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana 
denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan paling 
banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah). 
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2). Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, 
membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau 
menerima narkotika golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kg atau melebihi 5 
(lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) 
gr, pelaku pidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau 
pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua 
puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). 
Berdasarkan wawancara terhadap hakim yang memutuskan 
perkara Nomor 1109/Pid.B/2013/PN.MKS., tidak ada dalam UU Nomor 35 
Tahun 2009 mengatur tentang pedoman pemidanaan untuk pidana 
minimum khusus yang deliknya dilakukan oleh anak, sementara, pedoman 
pemidanaan bagi anak ada dirumuskan dalam pasal 26, 27, dan pasal 28 
ayat 1 UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sebagai berikut: 
Pasal 26 UU Nomor 3 Tahun1997  
1) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal sebgaimana 
dimaksud dalam pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama ½ (satu per dua) 
dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. 
2) Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka2 
huruf a, melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau 
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pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat 
dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10  (sepuluh tahun) tahun  
3) Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 
huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak 
pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, 
maka terhadapa anak naka tersebut hanya dapat dijatuhkan tindakan 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 1 huruf b 
4) Apabila anak nakal, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 
huruf a, belum mencapai umur 12 dua belas) tahun melakukan tindak 
pidana yang tidak diancam pidana mati atau tindak pidana diancam 
pidana penjara seumur hidup, maka terhadap anak nakal tersebut 
dijauhkan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24. 
 Dari ketentuan pasal 26 UU Nomor 3 tahun1997, tentulah dapat 
dipahami bahwa pedoman pemidanaan terhadap anak berorientasi kepada 
pidana maksimum sebagaiamana disebut dalam frasa “ seperdua dari 
ancaman maksimum” tanpa merumuskan pedoman tentang pemidanaan 
bagi anak nakal yang melakukan tindak pidana yang disertai ancaman 
pidana minimum khusus dalam ketentuan pidananya. Sehingga dengan 
demikian, maka Hakim tidak begitu saja dapat menyimpulkan bahwa oleh 
karena dalam UU Nomor 3 tahun 1997 telah ditentukan bahwa ancaman 
pidana terhadap anak adalah seperdua dari ancaman maksimum bagi 
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orang dewasa, maka dapat dipersamakan dengan seperdua dari pidana 
minimum untuk delik Narkotika dalam UU Nomor 35 Tahun  2009 karena 
aturan / pedoman pidana minimal khusus tidak ada diatur dalam UU 
Nomor 35 Tahun 2009  sementara UU Nomor 3 Tahun 1997 sendiri yang 
menjadi payung penanganan anak nakal dalam system peradilan juga 
tidak ada mengatur tentang pedoman pidana khusus. Konkritnya, misalnya 
sebagai contoh anak nakal yang terkena pasal 112 UU Nomor 35 tahun 
2009 yang mana menjadi perantara jual beli narkotika dengan berharap 
untuk mendapatkan komisi hanya Rp. 20.000 ( dua puluh ribu rupiah), 
apakah terhadap anak tersebut, Hakim dapat menjatuhkan pidana dibawah 
5 (lima) tahun? Atau apakah batas minimal pidana menjadi 2 (dua) tahun 6 
(enam) bulan?  
Berdasarkan wawancara terhadap hakim yang memutuskan 
perkara Nomor 1109/Pid.B/2013/PN.MKS. Dikalangan praktisi sendiri ada 
dua pendapat, dimana pendapat pertama menyatakan bahwa jika sudah 
diatur pidana minimum khusus, maka demi kepastian hukum tidak boleh 
disimpangi karena pidana minimum khusus sudah merupakan kehendak 
membentuk undang- undang dan merupakan manifestasi kehendak 
masyarakat. Sementara pendapat kedua, menyatakan bahwa meskipun 
sudah diatur pidana minimal khusus, hakim bisa menjatuhkan pidana 
dibawah atau lebih rendah daripada pidana minimal yang telah ditentukan 
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mengingat rasa keadilan dan juga bahwa hakim nukanlah corong undang- 
undang. Kedua pendapat tersebut benar dan tidak ada yang salah. 
Namun,perlu untuk hakim- hakim mencermati beberapa hal sebagai 
berikut untuk mengambil kesimpulan dalam benak masing- masing 
dddalam kerangka kepentingan terbaik anak dalam perkara Narkotika, 
yaitu: Mahkamah Agung RI mengeluarkan surat edaran Mahkamah Agung 
RI Nomor 3 Tahun 2003 yang meminta para hakim seluruh Indonesia agar 
memerhatikan sunggunh- sungguh penanganan perkara yang antara lain 
perkara Narkotika. Dalam Musyawarah Kerja Nasional  edaran Mahkamah 
Agung RI dengan jajaran pengadilan tingkat banding dari 4 (empat) 
lingkungan peradilan seluruh Indonesia di Palembang Tahun 2009 pada 
sesi pembahasan pemecahan masalah hokum danpraktik d PN/PT bidang 
pidana khusus berkaitan dengan permaslahan pidana  minimum khusus, 
apakah hakim terpatok secara rigid dengan ancaman pidana minimal 
dalam penjatuhan putusan, sedangkan rasa keadilan terlalu berat. 
Terbayang sudah begitu susahnya untuk dijatuhkan pidana bagi 
anak yang terlibat dalam perkara narkotika dibawah pidana minimum 
khusus, akan tetapi hal itu bukanlah alas \an bagi hakim untuk tidak 
mewujudkan kepentingan terbaik anak sebagai bentuk keadilan yang 
harus mengingat anak merupakan bagian dari generasi muda yang adalah 
penerus cita-  cita perjuangan bangsa dan sumber daya manuasia bagi 
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pembangunan nasional, Dengan demikian, maka di semua lini tidak 
terkecuali lini hokum, diperluakan bagi anak pembinaan secara terus- 
menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, 
mental, dan social serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan 
membahayakan anak. 
 
 
 
 
BAB 5 
PENUTUP 
A.Kesimpulan 
1. Penerapan hukum pidana pada perkara Nomor 1109/Pid.B/2013/PN.MKS 
adalah sudah tepat. Majelis hakim dalam perkara ini memilih dakwaan 
pertama yaitu Pasal 114 ayat (2) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 
2009 tentang Narkotika. Karena unsur-unsur dalam dakwaan penuntut 
umum pada dakwaan kesatu telah terpenuhi maka dakwaan kedua tidak 
perlu dibuktikan.  
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2. Dasar pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana dalam 
Putusan Nomor 1109/Pid.B/2013/PN.MKS berdasarkan proses 
pemeriksaan alat bukti keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang 
bukti yang diperoleh di persidangan maka menurut Penulis, Majelis Hakim 
telah tepat memberi keringanan hukuman kepada terdakwa dengan 
menerapkan pidana minimum khusus bagi anak nakal yang terlibat dalam 
pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 dan dijatuhi  pidana penjara 
selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 
500.000 ( lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila terdakwa tidak 
membayarnya maka diganti dengan pidana penjra selama 2 (dua bulan), 
menimbang bahwa terdakwa adalah anak masih muda dan masih banyak 
waktu memperbaiki diri. Hal ini didasarkan atas kerangka kepentingan 
terbaik anak. 
B.Saran 
1. Penggunaan sanksi pidana merupakan jaminan dan sakaligus ancaman 
bagi kebebasan manusia. Anak nakal yang terlibat dalam tindak pidana 
narkotika (peredaran gelap) tetap perlu dianggap sebagai seorang anak 
yang tetap bebas untuk mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi baru 
sehingga pengenaan sanksi haruslah bersifat mendidik agar anak 
tersebut dapat kembali kemasyarakat sebagai manusia yang utuh tanpa 
stigmatisasi 
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2. Demi kepastian, keadilan dan kemanfaatan sebagaimana teori tujuan 
hukum, Dalam memutus setiap perkara khususnya perkara Tindak 
Pidana Narkotika yang pelakunya adalah anak, hakim dan jaksa harus 
mempertimbangkan dengan baik mengenai tindak pidana yang 
dilakukan oleh terdakwa khususnya anak nakal agar dalam setiap 
putusan hakim dapat memperhatikan dan melihat sisi kepentingan 
terbaik anak. 
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